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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA 
HARAPAN (PKH) PADA DINAS SOSIAL 

KOT A TANJUNGPINANG 

Handayani 
I 1 ~!IEl< LI· w1_11tl<L£Lg1 1J.~111<:(lJ11 

Program Pasca Smjana 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi 
Kebijakan Prof:.rram Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Kota 
Tanjungpinang dalam rm1gka penanggulangan kemiskinan di bidang pendidikan 
dan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, se11a 
mengubah perilaku keluarga sangat miskin. Penelitian ini dilatarbelakangi pada 
Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memperkuat kemampuan ekonomi 
Keluarga Sangat Miskin (KSM) belum berjalan dengan baik. 

Desain penelitian digunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Infonnan 
penelitian terdiri dari: Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang (infonnan kunci), 
Camat Kecamatan Tanjungpinang Barnt, Koordinator PKH Kecamatan 
Tanjtmgpinang Barnt, Pendamping PKH Tanjungpinang Barnt, Penerima manfaat 
kesehatan serta Penerima manfaat pendidikan program PKH. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Triangulasi sumber dipilih 
sebagai teknik uji keabsahan data. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian memmjukkan bahwa implernentasi kebijakan prof,rram 
keluarga harapan di Kota Tanjungpinang belurn bei:jalan efektif, ha! ini masih 
adanya hambatan: 1) Lemahnya komunikasi internal ditingkat koordinator 
maupun pendamping PKH: 2) Lemahnya kernampuan implementor dalam 
menyampaikan infonnasi kepada penerima manfaat PKH: 3) Disposisi karakter 
implementor yang tidak tegas: 4) Struktur birokrasi implementasi kebijakan 
pimpinan masih lemah dalam ha! pengambilan keputusan dikarenakan 
pendamping dan koordinator PKH dibawah naungan kementerian sosial. Faktor 
penghambat internal yaitu kurangnya koordinasi, belum ada pemutahiran data, 
kurangnya sosialisasi, kuantitas UPPKH kurnng memadai, komunikasi kurang 
maksimal, dan belum ada tindakan preventif orang tua bagi anak putus sekolah. 

Kesimpulan, implementasi kebijakan Program Keluarga Harnpan (PKH) 
dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjunf,rpinm1g belum berjalan efektif, 
ha! ini terlihat dari faktor pendukung SOM pendamping dan koordinator PKH 
memiliki latar belakang pendidikan sosial belurn memadai. Sehingga perlu 
meningkatkan profesionalisme koordinator dan pendarnping PKH dengan 
mengikuti diklat kesejahteraan sosial serta metode sosialisasi PKH. 

Kata Kunci: lmplementasi Kebijakan, Program Keluarga Harapan (PKH), dan 
Koordinasi. 
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ABSTRACT 

IMPLEMENTATION OF HOPE FAMILY PROGRAM POLICY (PKH) 
AT TANJUNGPINANG CITY SOCIAL OFFICE 

Handayani 
li;rnda 11/i!llda ogmail.corn 

Post Graduate Program 
Open University 

1his study aims to describe and ana~vze Implementation hy ,\'ocial Service 
of Hope Family Program Policy (PKH) at Fanjungpinang Ci(v. Jn context poverty 
alleviation in field education and matemal and child health, improve the quality 
<d'lzuman resources, and change the behavior <?/very poor.families. 1his research 
is hosed on Fami~v Hope Program (PKH) to strengthen the economic capacity <?f 
Very.· Poor Family (KSM) has not run rre!I. 

The research design used descriptive qualitative approach. Jhe research 
Tt?/(Jrmallls consist qf Head qffice Social ,\'ervice Cizv <?/' Tanjungpinang (key 
111/i>rmanl}, Head Suh-district <d' Tanjungpinang Baral, PKH Coordinator qf 
Tanjungpinang West District, assistant PKH West Tan;ungpinang, Beneficiary 
health and education <f PKH Program. Data collection is done hy interview and 
documentation. Triangulation source is chosen as a test technique <f data 
validity. /)ala analysis techniques are collections data, reduction. di.\p/c~v. and 
conclusion. 

1he result of research shows that implementation hope family program 
policy in Tanjzmgpinang has not heen effective yet. ?his is still the obstacle: 
/) IYeak internal communications at the level of coordinator and PKHfacilitator: 
2) IYeak ability <f implementors to convey inj(mnation to PKH beneficiaries: 
3) /Ji.\position o,f'improper implementor characters; .f) Jhe bureaucratic structure 
<d leadership policy implementation is still weak in terms of decision making due 
to PKH assistant and coordinator under the awpices of the social ministry 
internal inhibiting .factors are lack of coordination, no data updating, lack ol 
socia/i;::ation, lack <?f [ IPPKH quantity, lack <f communication maximal, and 110 

preventive action of'parentsfhr drop out children. 
Jn conclusion, implementation of the Family Hope Program (PKH) policy 

in poverty alleviation in Tanjungpinang cizy has not heen effective yet, it can he 
seen ji-om the supporting factors of human resources and PKH coordinator 
having inadequate social education hack;sround. So perlua improve 
prr~lesswnalism coordinator and PKH a.\sistant with social welfare training and 
socialization method <dPKH 

Keytrord'I: Policy Implementation. Fami(y Hope Program (PKH), and 
C 'oordination. 
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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Program Keluarga Harapan 

Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program 

Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya untuk rnernberi perlindungan sosial bagi 

Keluarga Sangat Miskin (KSM). Kegiatan ini rnerupakan bagian dari strategi 

penanggulangan kerniskinan dengan rnemberi bantuan dana tunai bersyarat. 

Dalam jangka pendek PKH diharapkan rnarnpu mernbantu KSM dalam 

mengurangi beban pengeluaran, sementara dalam jangka panjang diharapkan 

adanya perubahan perilaku yang berkesinarnbungan akan peran pendidikan dan 

kesehatan sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. 

Program Keluarga Harapan dilaksanakan secara berkelanjutan yang 

dimulai dengan uji coba di berbagai Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. 

Uji coba adalah untuk menguji berbagai instrumen yang diberlakukan dalam 

pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), seperti antara lain metode 

penentuan sasaran, validasi data, ve1ifikasi persyaratan, mekanisme pembayaran, 

dan pengaduan masyarakat. Peserta PKH yang masih memenuhi kriteria dan 

persyaratan, dimungkinkan masih dapat menerima bantuan selama maksimal 

6 tahun, untuk itu setiap 3 tahun akan dievaluasi dalam rangka resertifikasi 

3 tahun peserta dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan, maka Keluarga Sangat 

Miskin (KSM) dikeluarkan sebagai penerima PKH. Namun jika sebelum 3 tahw1 

menurut hasil verifikasi status kemiskinan oleh Unit Pengelola Program Keluarga 

Harapan (UPPKH) Pusat bersama BPS ditemukan bahwa Keluarga Sangat Miskin 
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(KSM) sudah meningkat kesejahteraannya dan atau tidak lagi layak sebagai KSM 

sesuai kriteria yang diterapkan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari 

kepesertaan PKH Pada akhir tahun yang berjalan. Dan apabila setelah 6 tahun, 

kondisi KSM masih berada di bawah garis kemiskinan, maka untuk pengeluaran 

KSM sebagai peserta PKH berkoordinasi dengan prof:,rram terkait lainnya untuk 

mjukan, seperti antara lain ketenagakerjaan, pe1industrian, perdagangan, pertanian 

dan pemberdayaan masyarakat. 

Dalam proses perjalanan PKH hingga 2016 target pengentasan keluarga 

sangat miskin belum dapat tereapai karena berbagai hal antara lain tidak 

tersedianya data yang sesuai dengan kriteria, keterbatasan dana APBN. Namun 

dalam rangka memperluas eakupan sasaran, pengembangan PKH dilaksanakan 

perluas di keeamatan pada provinsi yang telah diprogramkan menerima PKH. 

Di Kota Tanjw1gpinang Program Keluarga Harapan (PKH) mulai 

dilaksanakan pada tahun 2013 yang meneakup 4 Keeamatan (Kee. Bukit Bestari, 

Kee. Tanjungpinang Timur, Kee. Tanjungpinang Kota dan Kee. Tanjungpinang 

Barat), dengan 18 kelurahan yang dikelola SDM PKH yang terdiri dari 

l Koordinator Kota, l Operator, dan 6 Pendamping di setiap Keeamatan. Pada 

awal pelaksanaan PKH di Kota Tanjungpinang jumlah data KSM yang di terima 

sebanyak 1616 KSM, setelah dilakukan validasi oleh pendamping di tahun 2016 

ini jumlah KSM Kota Tanjungpinang berjumlah 1435 KSM. 

Pada tahun 2016 Kota Tanjungpinang mendapat pengembangan PKH dan 

mendapatkan kuota sebanyak 3000 KSM dengan tambahan tenaga pendamping 

sebanyak 8 orang. Namun yang lulus seleksi online hanya 3 orang pendamping 

yang berakibat berkurangnya kuota KSM yang menjadi 1104 KSM. Setelah 
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dilakukan validasi akhimya didapat jumlah KSM yang masuk menjadi peserta 

PKH sebanyak 744 KSM. 

Pelaksanaan PKH bersinergi dengan program pemerintah Kota 

Tanjungpinang, yakni pro!,Tfam bantuan paket kebutuhan sekolah dan pemenuhan 

gizi kesehatan bagi peserta PKH. Karena itu, upaya pengentasan kemiskinan, 

lewat saluran pendidikan dan kesehatan, mendapat perhatian besar di Kota 

Tanjungpinang ini. Dalam pelaksanaannya, program ini tidak hanya dipantau oleh 

tim teknis terkait, tetapi juga publik (pribadi dan Jembaga) guna menyukseskan 

Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan. 

B. Hasil Penelitian Pelaksanaan PKH 

1. Kententuan Penerima Bantuan 

Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga 

Sangat Miskin (KSM) yang memenuhi satu atau beberapa kriteria komponen PKH 

yang telah menandatangani persetujuan sebagai peserta PKH serta ditetapkan oleh 

Kementerian Sosial, yang memiliki anggota keluarga dengan syarat komponen 

kesehatan ibu hamil/nifas, anak balita atau anak berusia dibawah 6 tahun (pra 

sekolah), dan komponen pendidikan SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat 

atau anak usia 7 - 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 

12 tahun serta anak penyandang disabilitas berusia 0 - 21 tahun. Basis kepesertaan 

PKH sejak 2007 diarahkan pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), namun 

sejak 2012 diarahkan ke Keluarga Sangat Miskin (KSM). Perubahan ini 

mengakomodasi prinsip bahwa keluarga (ayah, ibu dan anak) adalah unit yang 

berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga paling 

52 

43960

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



relevan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Hal ini karena orang tua, 

bukan orang lain, bertanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, 

kesejahteraan dan masa depan anak. Perkembangan jurnlah bantuan PKH bagi 

KSM di Kota Tanjungpinang tahun 2013-2016 dapat dilihat selengkapnya pada 

tabel berikut: 

NO 

I 

2 

3 

4 

5 

Tabel 4.1 

Jangkauan PKH dan Jumlah Bantuan di Kota Tanjungpinang 
Tahon 2013-2016 

TAHUN 
JUMLAH JUMLAH I JUMLAH JU ML AH 

KECAMATAN KEL i KSM BANTU AN 
KETERANGAN 

2013 4 18 1555 472.575.000 LOKASI LAMA 

2014 4 18 1466 2.664.394.500 LOKASI LAMA 

2015 4 18 1435 2.974.306.250 LOKASI LAMA 

2016 4 18 1423 1.308. 586. 250 LOKASILAMA 

2016 3 14 744 200.749 871 LOKASIBARU 

TOTAL 7.620.611.871 

,\'umber: Di11as Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2016 

Sebagai bukti kepesertaan PKH diberikan kartu peserta PKH atas nama ibu 

atau perempuan dewasa. Kartu tersebut digunakan untuk menerima bantuan PKH. 

Selanjutnya kartu PKH dapat berfungsi sebagai kartu jamkesmas untuk seluruh 

keluarga penerima PKH. Penggwiaan bantuan PKH ditunjukkan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, karenanya bantuan akan lebih 

efektif dan terarah, jika penerima bantuannya adalah ibu atau wanita dewasa yang 

rnengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (bisa nenek, tante/bibi, atau 

kakak perempuan). Dalam kartu peserta PKH yang tercantum adalah nama 

ibu/wanita yang meDf,rurus anak, bukan kepala rumah tangga pengecualian dari 

ketentuan tersebut dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya tidak ada 

perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat diwakilkan/digantikan oleh 

kepala rumah tangga. Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaannya pada 
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program-program pemerintah lainnya pada klaster I, seperti Jamkesmas, BOS, 

Raskin dan BLT. 

Besaran bantuan untuk setiap KSM peserta PKH diberikan berdasarkan 

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor: 24 I HUK I 2015, tentang 

lndeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2015, 

yang disajikan pada tabel 4.2 berikut : 

Tabel 4.2 

lndeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan 

NO KOMPONEN BANTUAN INDEKS BANTUAN 

I. Bantuan tetap 
I 

Rp. 500.000,-

Bantuan untuk peserta Program Keluarga 

2. 
Harapan yang memiliki: 

Rp. 1.000.000,-
a. Anak usia dibawah 6 (enam) tahun 

. b. I~u hamil/me11yus1!i . 
- - ------ - - -- --

3. Anak peserta pendidikan setara SD/Ml Rp. 450.000,-
- . . .. ----" ------- - - -- --- -- - - ---- ---- ----- -------

4. Anak peserta pendidikan setara SMP/MTS Rp. 750.000,-
·-· -- --- ----·-- - -- ---- -- - ---- -- - ---- --- --- ------ ---

5. Anak peserta pendidikan setara SMA/MA Rp. 1.000.000,-
------- --- - ----------- ------ - ------- -

6. 
Bantuan maksimum peserta Program Rp. 3.700.000,-
Keluarga Harapan per tahun 

~ 
Bantuan minimum peserta Pro!,:rram 

7. Rp. 950.000,- I 
I 

Keluarga Harapan per tahun I 
Sumber: Pedoma11 Umum Program Keluarga Harapan 

Keterangan : 

,- Bantuan tetap merupakan bantuan stimulan untuk memenuhi kebutuhan dasar 
hidup keluarga peserta Program Keluarga Harapan 

,, Bantuan komponen kesehatan merupakan bantuan st1mulan untuk memenuhi 
kebutuhan dasar kesehatan ibu hamil, ibu menyusui dan ibu memiliki anak balita 
peserta Program Keluarga Harapan. 

,- Bantuan komponen pendidikan merupakan bantuan stimulan untuk memenuhi 
kebutuhan dasar pendidikan bagi anak usia pendidikan wajib belajar 12 (dua 
belas) tahun peserta Program Keluarga Harapan. 
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Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta PKH berdasarkan komponen 

kepesertaan PKH. Penyaluran bantuan bagi peserta yang telah ditetapkan pada 

tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahap dalam satu tahun, 

sedangkan untuk kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, penyalurannya 

dilaksanakan dalam satu tahap. Bantuan bagi peserta PKH terdiri dari bantuan 

tetap dan bantuan komponen pendidikan dan kesehatan yang diberikan 

berdasarkan jumlah anggota keluarga yang memenuhi kriteria PKH. Berdasarkan 

komposisi anggota keluarga penerima bantuan PKH dapat dilihat jumlah bantuan 

yang diterima pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 
V . "K anas1 . "A ompos1s1 t KI d J I hB t 0220 a e uarea an um a an uan PKH 

Jumlah Jumlah Bantuan 
Contoh 

Komposisi Bantuan Maksimum per 
AnggotaKSM Maksimum per 

Tahun (Rp) Triwulan (Rp) 

Contoh 1 
1 anak atau lebih usia 

1.500.000 375.000,-
I 1 0-6 tahun I ,__ 

11 anak atau lebih usia 
Contoh 2 0-6 tahun dan ibu l.500.000 375.000,-

hamil 
Contoh 3 ibu hamil tanpa anak 1.500.000 375.000,-

1 anak SMP dan 2 i 
anak SD usia 6-15 I 

Contoh 4 
tahun dan terdaftar 

2.150.000 537.500,-
I 

disekolah J -- --------- --- --- ----- -- - ----

I Contoh 5 
Anak usia 0-6 tahun 

2.850.000 712.500,- I 
I dan 3 anak SD ___J 

Anak usia 0-6 tahun I I 
Contoh 6 

1 
dan I anak SD serta 2.700.000 

I 
675.000,-

I I 1 anak SMP 
Anak usia 0-6 tahw1, I 
2 anak dari 4 anak 

I SD, atau anak usia 0- I 

I 
6 tahun dan anak SD I 

Contoh 7 3.700.000 925.000,-
I 

1 anak SMP, atau I 
I 

kombinasi lain yang I 
I melebihi batas ! 

maksimum bantuan I 
Sumber : Pedoma11 Umum Program Ke/uarga Harapa11 

SS 
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Apabila besar bantuan yang diterima KSM melebihi batas maksimum 

yang ditetapkan sebagaimana yang digambarkan pada tabel 4.2, maka untuk dapat 

menjadi peserta PKH seluruh anggota KSM yang memenuhi persyaratan harus 

mengikuti ketentuan PKH. Apabila peserta penerima bantuan PKH tidak 

memenuhi komitmennya maka akan diberikan sanksi sebagai berikut : 

a. Tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan dan 

pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku disetiap fasilitas layanan 

secara rutin setiap bulannya berupa pengurangan nominal bantuan sebesar 

I 0 % pada setiap tahapan penyaluran bantuan. 

b. Jika 3 bulan berturut-turut tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas 

layanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku 

disetiap fasilitas layanan maka pengurangan nominal bantuan sebesar 100 % 

atau tidak mendapatkan bantuan akan tetapi masih menjadi peserta PKH. 

c. Jika 6 bulan berturut-turut tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas 

layanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku 

disetiap fasilitas layanan, maka akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH 

secara permanen, meskipun masih rnernenuhi kriteria PKH. 

Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada KSM yang telah terpilih 

sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalarn program. Bukti 

kepersertaannya adalah kepernilikan kartu PKH yang tercanhtrn narna ibu/wanita 

yang rnengurus anak. Karht PKH dikirim ke setiap peserta oleh pendamping 

sebelurn pernbayaran pertama dilakukan. 

Pembayaran bantuan dilakukan oleh PT. Pos setiap tiga bulan pada tanggal 

yang ditentukan oleh masing-masing kantor pos untuk rnasing-masing 
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desa/kelurahaan. Sejak tahun 2007-2009 pembayaran dilakukan 3 (tiga) kali 

dalam setahun. Namun sejak tahun 2010 pembayaran dilakukan sebanyak 

4 (empat) kali dalam setahun/triwulan, dengan aswnsi semua sistem PKH 

(ketersediaan formulir verifikasi, dan pemutakhiran) telah berjalan dengan baik. 

2. Kewajiban Penerima PKH Berkaitan Dengan Kesehatan 

Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang sudah ditetapkan menjadi peserta 

PKH dan memiliki kartu PKH, diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang 

sudah diterapkan dalam protokol pelayanan kesehatan, seperti terlihat pada 

tabel 4.4 Adapun peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah 

KSM yang memiliki ibu hamil/nifas, Bayi usia 0 - 1 tahun dan anak balita atau 

anak usia dibawah 6 tahtm I Anak Pra Sekolah (APRAS) yang belum masuk 

pendidikan SD. 

Tabel 4.4 

Protokol Pelayanan Kesehatan Peserta PKH 

Anak Usia 0-6 Tahon 

1. Anak usia 0-28 hari (neonatus) 
harus diperiksa kesehatannya 
sebanyak 3 kali 

2. Anak usta 0-11 bulan hams 
diimunisasi lengkap (BCG, 
DPT, Polio, Campak, Hipatitis 
B) dan ditimbang berat 
badannya secara rutin setiap 
bulan. 

3. Anak usia 6-1 I bulan harus 
mendapatkan Vitamin A 
minimal sebanyak 2 (dua) kali 
dalam setahun yaitu bulan 
Februari dan Agustus. 

4. Anak usia 12-59 bulan perlu 
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Ibu Hamil dan Ibu Nifas 

I . Selama kehamilan, ibu hamil 
harus melakukan pemeriksaan 
kehamilan di fasilitas kesehatan I 
sebanyak 4 ( empat) kali yaitu 
sekali pada usia kehamilan \ 
0-3 bulan I, sekali pada usia 

1 

kehamilan 4-6 bulan II, dua kali 
pada 7-9 bulan dan I 
mendapatkan suplemen tablet. / 

2. Ibu melahirkan hams ditolong . 
oleh tenaga kesehatan di I 
fasilitas kesehatan. I 

3. Ibu nifas harus melakukan II 

pemeriksaan / diperiksa 
kesehatannya dan mendapat I 
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mendapatkan imunisasi 
tambahan dan ditimbang berat 
badannya secara rutin setiap 
bulan. 

5. Anak usia 5-6 tahun ditimbang 
berat badannya secara rutin 
setiap bulan tmtuk dipantau 
tumbuh kembangnya dan atau 
mengikuti program Pendidikan 
Anak Usia Dini (PAUD), 
apabila di lokasi/ posyandu 
terdekat terdapat fasilitas 
PAUD. 

pelayanan KB pasca persalinaill 
setidaknya 3 (tiga) kali pada 
minggu I, IV dan VI setelah 
melahirkan . 

Berkaitan dengan komponen kesehatan, verifikasi sebagai bukti terdaftar 

bagi peserta PKH dilakukan dengan melakukan kunjungan ke puskesmas atau 

layanan kesehatan terdekat paling lambat seminggu setelah ibu/wanita rumah 

tangga penerima mendapatkan ka1tu PKH. Pada Ktmjungan tersebut peserta hams 

memeriksakan anak/kandtmgannya untuk dibuatkan status kondisi kesehatan pada 

awal program dan jadwal kunjungan pemeriksaan berikutnya dengan membawa 

kartu peserta PKH. Perneriksaan awal ini merupakan dasar untuk pernbayaran 

pertama. 

Verifikasi sebagai bukti kehadiran dilakukan pada perneriksaan berikutnya 

yang dilakukan dipusat layanan kesehatan terdekat dengan tempat tinggal peserta, 

baik puskesrnas maupun ja1ingan seperti posyandu, pustu, polindes dan pusling. 

Khusus untuk kelahiran bayi, jika peserta tidak memungkinkan mendatangi 

fasilitas kesehatan, kelahiran bayi bisa ditolong dengan cara mengundang tenaga 

kesehatan terlatih (misalnya bidan desa) untuk membantu proses kelahiran. 

Verifikasi dilakukan oleh petugas kesehatan kepada sernua peserta PKH 

untuk mernantau kehadiran/perneriksaannya pada layanan kesehatan. Selurnh 

mekanisrne pelaksanaan verifikasi disajikan lebih rinci pada buku pedoman 
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operasional PKH bagi pemberi pelayanan pendidikan dan pedoman operasional 

PKH bagi pemberi pelayanan kesehatan. 

3. Kewajiban Penerima PKH Berkaitan Dengan Pendidikan 

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan 

pendidikan jika memenuhi anak berusia 7-15 tahun. Anak peserta PKH harus 

didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/Paket A atau 

SMP/MTs/SMLB/Paket B termasuk SMP/MTS terbuka) dan mengikuti kehadiran 

di kelas minimal 85 persen dari hari belajar efektif dalam sebulan selama tahun 

ajaran berlangsung. Apabila dalam keluarga terdapat anak yang bernsia 5-6 tahun 

yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan 

dikenakan persyaratan pendidikan. 

Jika peserta PKH memiliki anak usia 15-21 tahun yang belum 

menyelesaikan pendidikan dasar, maka peserta PKH diwajibkan mendaftarkan 

anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan program wajib belajar 

9 tahun I pendidikan kesetaraan. Apabila anak yang bersangkutan bekerja/pekerja, 

atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka data anak 

tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas 

Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota. Kemudian anak tersebut akan didaftarkan 

ke satuan pendidikan atau mengikuti program persiapan pendidikan seperti 

Lembaga Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak (LPKSA). Jika anak tersebut telah 

siap kembali ke bangku sekolah maka anak tersebut akan dikembalikan ke satuan 

pendidikan biasa lainnya. Sedangkan apabila anak tersebut terpaksa dijalanan atau 

disebut Anak Jalanan (JA) dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang 
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cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada 

Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan ditingkat Kabupaten/Kota. Selanjutnya anak 

tersebut akan mastlk persiapan sekolah normal di rumah singgah atau lembaga 

sosial lainnya yang telah ditunjuk sebelum dikembalikan ke unit pendidikan 

fonnal yang ada diwilayahnya. 

Dan apabila anak yang bersangkutan masih buta aksara, maka diwajibkan 

untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di pusat kegiatan belajar 

masyarakat (PKBM) terdekat. Berkaitan dengan komponen pendidikan, di 

sekolah/madrasah/penyelenggara paket Al paket B, guru mencatat ketidakhadiran 

seluruh siswa penerima PKH untuk memantau kehadiran yang telah ditentukan 

yaitu setidaknya 85% dari sekolah atau ketentuan tatap muka paket A/paket B/ 

SMP terbuka/keaksaraan fungsional dalam 9 (sembilan) bulan. Pengecualian 

diberlakukan pada siswa yang absen karena sakit paling lama 3 hari atau 

te1jadinya bencana alam di daerah tersebut. Jika absen karena sakit lebih dari 3 

hari berturut-turut, siswa tersebut diwajibkan memberikan surat keterangan sakit 

yang dikeluarkan oleh dokter atau petugas kesehatan yang diakui. Secara periodik, 

yaitu diawal bulan, petugas pos akan mengirim formulir verifikasi untuk tiga 

bulan sekaligus dan mengambil fonnulir pada setiap akhir bulan untuk diproses 

lebih lanjut. Ketentuan persyaratan yang berlaku bagi anak-anak yang bersekolah 

di madrasah dan pendidikan luar sekolah diatur tersendiri dalam buku pedoman 

operasional bagi pemberi pelayanan pendidikan. 
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4. Resertifikasi PKH 

Kepesertaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) dalam PKH diharapkan akan 

membawa perbaikan pendapatan rumah tangga dan kualitas anak-anak KSM 

(Keluarga Sangat Miskin). Dengan tercapainya perbaikan KSM, tidak selamanya 

peserta atau penerima bantuan PKH memperoleh bantuan kembali. Oleh karena 

itu dalam rancangan PKH disusun exit strategi yang dilakukan melalui 

resertifikasi. Resertifikasi merupakan proses evaluasi status kepesertaan PKH 

untuk melakukan apakah peserta masih layak atau tidak sebagai penerima 

bantuan. Resertifikasi dilakukan oleh UPPKH pusat berkoordinasi dengan BPS, 

dimana pelaksana program akan mendatangi peserta PKH dengan melihat secara 

langsung kondisi mereka dan mengajukan pe1tanyaan seperti pada saat registrasi 

awal, yaitu antara lain informasi dasar kepesertaan (nama, alamat, umur dan jenis 

kelamin), kondisi ekonomi peserta (pekerjaan saat ini, tempat bekerja dan 

penghasilan yang diterima), status pendidikan anggota keluarga (orang tua dan 

anak-anak), kondisi tempat tinggal dan sebagainya. 

Data yang diperoleh dari hasil resertifikasi akan digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk menetapkan keberlanjutan kepesertaan dalam PKH. Proses 

resertifikasi dilakukan setiap tiga tahun, selama kepesertaan suatu KSM dalam 

PKH. Tahap resertifikasi dilakukan apabila, dari hasil evaluasi menunjukkan 

bahwa KSM masih berstatus miskin, maka KSM tersebut akan tetap menerima 

bantuan. Namun apabila KSM sudah mampu, maka status kepesertaan PKH akan 

dihentikan. Target penerima bantuan PKH adalah Keluarga Sangat Miskin 

(KSM). penetapan rumah tangga sebagai KSM dilakukan dengan menggunakan 

metodologi dan indikator yang transparan. 
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5 Analisa Program Keluarga Harapan Yang Ideal 

Program yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan 

kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial 

bagi masyarakat sangat miskin dilakukan melalui Program Keluarga Harapan 

(PKH). Program ini dinegara-negara lain dikenal dengan (Conditional Cash 

Tran.~fer (CCT). Program nasional dibidang penanggulangan kemiskinan dari 

perspektif kesejahteraan sosial ini adalah bantuan sosial tunai bersyarat bagi 

Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan katagori memiliki ibu hamil, ibu 

menyusui, mempunyai balita, mempunyai anak usia sekolah SD dan SMP. Bentuk 

bantuan yang diberikan berupa biaya transpor anak ke sekolah dan biaya transpor 

mengunjungi pusat pelayanan kesehatan. 

PKH dimaksudkan untuk meningkatkan jangkauan atau asksebilitas KSM 

terhadap layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan pemberian bantuan 

uang tunai untuk jangka pendek diharapkan dapat mengurangi be ban pengurangan 

KSM. Sedangkan jangka panjang diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku 

yang pada akhimya dapat memutus mata rantai kemiskinan KSM tersebut. 

Dari beberapa pandangan para praktisi dan pengamat sosial dan ekonomi, 

bahwa program keluarga harapan melalui bantuan dana pendidikan dan kesehatan 

masih kurang ideal, sehingga belum memberikan dampak yang signifikan 

terhadap pengentasan kemiskinan. Secara umum masih sangat jauh dari ideal. 

Kurang idealnya Program Keluarga Harapan dimaksud, karena terbatasnya 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas menangani PKH, terbatasnya dana 

yang tersedia, sarana dan prasarana yang kurang memadai, faktor keluarga, faktor 

nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersedian legal formal, faktor 
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lingkungan dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait Program 

Keluarga Harapan. 

Berikut perkembangan jumlah Fasihtas Pendidikan dan Fasilitas 

Kesehatan di Kota Tajungpinang Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabet 4.5 

Jumlah Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan Tahun 2016 

I 
I 

NO KECAMATAN FASDIK I FASKES 
I 

1 BUKJT BEST ARI 36 27 I 

I iH T ANJUNGPINANG TIMUR 35 39 
-- -- - ----- ----

I~ TANJUNGPINANG KOTA 18 

j , I TANJUNGPINANG BARAT 27 37 I 
_j 

I I Total 117 119 I I 

Sumber: Dinas Sosial Kota Tanju11gpillmig Tahun 2016 

a. Program Pendidikan 

Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan 

angka partisipasi pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun serta upaya mengurangi 

angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Anak penerima PKH yang 

berusia 7-15 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun 

harus mendaftarkan di sekolah fonnal atau non fonnal serta hadir sekurang-

kurangnya 85% waktu tatap muka. Setiap anak peserta PKH berhak menerima 

bantuan selain PKH, baik itu program nasional maupun lokal. Bantuan PKH 

bukanlah pengganti program-program lainnya karenanya tidak cukup membantu 

pengeluaran lainnya seperti seragam, buku dan sebagainya. PKH merupakan 

bantuan agar orang tua dapat mengirim anak-anak ke sekolah. 

63 

43960

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



I 

Program pendidikan yang dibangun melalui program keluarga harapan 

adalah pendidikan kecakapan hidup (PKH). Pelaksanaan PKH bersinergi dengan 

program pemerintah Kota Tanjungpinang, yakni program bantuan paket 

kebutuhan sekolah dan pemenuhan gizi kesehatan bagi peserta PKH. Karena itu, 

upaya penanggulangan kemiskinan, lewat saluran pendidikan dan kesehatan, 

mendapat perhatian besar di Kota Tanjungpinang. Dalam pelaksanaannya, 

program ini tidak hanya dipantau oleh tim teknis terkait, tetapi juga publik 

(pribadi dan lembaga) guna menyukseskan Program Nasional Penanggulangan 

Kemiskinan. Selengkapnya Rekapitulasi Pemutakhiran Tahap IV PKH di Kota 

Tanjtmt,rpinang Tahun 2016 pada Komponen Pendidikan dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabet 4.6 

Rekapitulasi Pemutakhiran Tahap IV PKH Tahun 2016 
Komponen Pendidikan 

-----~ ------·------·-·-··-··--·----~-- ----- ·----·----·-···-- ------- -·---- ----·----- ----- -------·--·- ----~~-----

-~;~~BILIT~~l LANS~-NO KECAMATAN PEND AMPING SD SMP SMA 

MURN!ATI 367 204 130 
1 BU KIT BEST ARI 

LULUK 
97 ! 61 38 1 8 I 

FATIMAH I 
I 

MOH. FAISAL 266 135 70 I 

i 
2 

T ANJUNGPINANG 
ADISAPUTRA 292 149 106 ~ TIMUR 

AL AMINUL I 
221 125 90 3 9 I 

KAHF! I 

3 TANJUNGPINANG 
I RASMI 266 147 75 I 

KOTA i --I HENDR! S 186 I 114 82 
I I I 

I 
I TANJUNGPINANG I 

4 ANJAPUTRI W 180 106 61 I 

I BARAT J 
HENDRIANA I 

302 186 185 6 67 I 
I KURNIA I 

TOTAL 1557 855 524 I 
-· 

Sumber: Di11as Sosial Kota Ta11ju11gpi11a11g Tahu11 2016 

64 

43960

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



b. Program Kesehatan 

Komponen yang menjadi fokus utama pada bidang kesehatan adalah untuk 

meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi 

kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan 

kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan dan bukan pengobatan). 

Seluruh pese11a PKH merupakan penerima jasa kesehatan gratis yang di sediakan 

oleh Program Askeskin dan program lain yang diperuntukkan bagi orang tidak 

mampu sehingga kartu PKH bisa digunakan sebagai alat identitas untuk 

memperoleh pelayanan tersebut. 

Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah 

anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan, baik komponen 

kesehatan maupun pendidikan. Besaran bantuan ini dikemudian hari bisa bembah 

sesuai dengan kondisi keluarga saat itu atau bila peserta tidak dapat memenuhi 

syarat yang ditentukan. Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi KSM untuk Ibu 

hamil/nifas, bayi usia 0-1 tahun dan anak balita atau anak dibawah usia 6 tahun 

yang belum masuk pendidikan SD. Selengkapnya Rekapitulasi Pemutakhiran 

Tahap IV PKH di Kota Tanjungpinang Tahun 2016 pada Komponen Kesehatan 

dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.7 

Rekapitulasi Pemutakhiran Tahap IV PKH Tahon 2016 
Komponen Kesehatan 

I . IKSM NO i KECAMA TAN PEND AMPING BUMIL BALITA AP RAS -----~------·--------· I 
~--·-·-~-~- --------···--. 

I 
------ ---·-

MURNIATI 229 8 141 I 17 I 

I 
I BUKIT BEST ARI 

LULUK FATIMAH 221 () 51 6 

I MOH. FAISAL 290 3 115 28 I 
I I T ANJUNGPINANG ---------i 

I 
2 ADTSAPUTRA 265 4 136 ! 

24 I TIMUR I 
I I AL AMTNUL KAHFI 112 2 71 I 32 I ! 

I T ANJUNGPINANG I 

I 
3 

KOTA 
RAS MI 248 I 3 140 I 11 

I 

I HENDRf S 233 3 66 I 6 I 

I 
I 

4 
T ANJUNGPINANG 

ANJA PUTRI W 
,. I ~····~ I 

BARAT 255 1 

HENDRIANA 
302 2 -~,, ·~ KURNIA 

TOTAL 2155 22 676 91 
Sumber: Di11a..~ Sosia/ Kola Ta11ju11gpi11a11g Talw11 2016 

Akhir-akhir ini disadari oleh pemerintah maupun ilmuan bahwa 

pembangunan nasional akan berhasil bila upaya ini beriringan dengan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai aktor utama pembangunan. 

Untuk menjamin tercapainya pembangunan manusia terdapat empat pokok yang 

perlu diperhatikan yaitu produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan 

pemberdayaan. Sumber daya rnanusia adalah seluruh kemampuan atau potensi 

penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau 

ciri demof,rrafis, sosial, maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk 

keperluan pembangunan. Jadi dalam rnembahas sumberdaya manusia berarti 

membahas penduduk dengan segala potensi atau kemampuannya yang 

menyangkut dua aspek yaitu aspek kuantitas dan kualitas. 
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Mutu sumberdaya manusia bukan semata-mata ditentukan oleh seberapa 

kadar pengetahuan, keterampilan, kejujuran, kemahiran, dan keahlian yang 

dikuasai melainkan juga hams disertai orientasi dan produktifitas. Oalam berbagai 

perbincangan tentang mutu SOM, kuat sekali kecendemngan orang untuk 

memulangkan permasalahannya pada upaya pendidikan, lebih khususnya apa 

yang dapat dan mungkin hams disajikan melalui sistem pendidikan bahkan yang 

lebih khusus adalah apa yang didapat dihasilkan oleh berbagai jenjang dan jenis 

pendidikan. 

Oalam menunJang mutunya sebagai subjek pembangunan, maka 

diperlukan upaya pembangunan SOM sejak dini, salah satunya melalui 

pendidikan dengan meningkatkan tingkat pendidikan penduduk secara masal, 

misalnya wajib belajar 9 tahun atau mengarahkan orientasi pendidikan kepada 

kebutuhan daerah masing-masing. Oisamping itu, derajat kesehatan penduduk 

juga perlu ditingkatkan terntama kesehatan ibu, balita dan anak. Kesadaran akan 

pentingnya kesehatan, menjaga lingkungan agar tetap sehat hams diperhatikan. 

Pendidikan dan kesehatan mempakan tujuan dari pembangunan yang 

mendasar. Kesehatan mempakan inti dari kesejahteraan sedangkan pendidikan 

mempakan hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan 

berharga, keduanya mempakan hal yang penting unuk membentuk kapabilitas 

manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. 

Berdasarkan analisis di atas, program bantuan pendidikan dan kesehatan 

melalui program keluarga harapan oleh kalangan pengamat ekonomi masih 

dirasakan kurang ideal untuk mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, untuk 

mewujudkan program keluarga harapan yang ideal, tidak cukup mencakup 
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banh1an pendidikan dan kesehatan saJa, tetapi harus mencakup program 

pengentasan kemiskinan secara menyelurnh. Program yang dianggap ideal dalam 

program keluarga harapan menurut direktorat Jendral Pemberdayaan dan 

penanggulangan kemiskinan meliputi : 

a) Santunan hidup dan akses jaminan sosial merupakan kegiatan pemberian 

bantuan sosial kepada keluarga fakir miskin untuk memelihara taraf 

kesejahteraan sosialnya dalam jangka waktu sampai kegiatan usaha ekonomi 

produktif telah menghasilkan. 

b) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya 

ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan 

produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan 

usaha yang saling menguntungkan. Kegiatannya dilaksanakan dalam bentuk 

bantuan pemberian fasilitas ekonomi atau banh1an modal usaha yang 

disalurkan kepada fakir miskin dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE). 

c) Pengembangan Lembaga Keluarga Mikro (LKM)-KUBE Sejahtera unh1k 

memecahkan masalah/kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi 

Kube fakir miskin. 

d) Rehabilitas Sosial Daerah Kumuh (RSDK) untuk mendorong partisipasi warga 

agar peduli dan tetap memelihara budaya gotong-royong serta kesetiakawanan 

sosial terhadap keluarga keluarga fakir miskin di lingkungannya pendapatan 

yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. 
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e) Pengembangan kemitraan sosial dalam penanggulangan kemiskinan untuk 

menumbuhkan jalinan kerja sama yang setara antar perseorangan, kelompok 

organisasi (PT, dw1ia usaha, LSM/orsos, kalangan perbankan) yang memiliki 

komitmen bekerjasama dalam mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan. 

f) Pengembangan Desa Miskin/adopsi Desa Miskin yang bertumpu pada 

pendekatan pengembangan masyarakat (community development) 

g) Manajemen pelayanan kesejahteraan sosial fakir miskin m1tuk meningkatkan 

profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin agar 

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program bisa tercapai. 

C. Pem bahasan 

Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh 

Kementerian Sosial yaitu: Pro!:,Jfam Keluarga Harapan (PKH). Prof:_1fam ini 

mernpakan program Bantuan Tunai Langsung (BLT) dalam memberikan 

konstribusi sebagai upaya menurnnkan angka kemiskinan. Berkaitan dengan 

Program Keluarga Harapan (PKH), tujuan yang terdapat dalam pelaksanaan 

prof,1fam ini sangat jelas dan rinci. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan 

program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk dalam cluster pertama 

strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. 

Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan 

persyaratan pendidikan dan kesehatan. Kesinarnbungan dari program ini akan 

berkontribusi dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan milenium 

MDGs. Setidaknya ada 5 komponen tujuan MDGs yang di dukung melalui PKH, 

yaitu: penanggulangan kemiskian ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan 
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dasar untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 

pengurarangan kematian anak, dan peningkatan kesehatan ibu. Dengan Prof:,iram 

Keluarga Harapan diharapakan peserta PKH memiliki akses yang lebih baik tmtuk 

memanfaatkan pelayana.n sosial dasar, yaitu : kesehatan, pendidikan, pangan dan 

gizi, termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan 

keterasingan sosial yang selama ini melekat pada masyarakat miskin. 

Pemerintah Kota Tanjungpinang melakukan monitoring secara 

berkelanjutan terhadap implementasi PKH, antara lain setiap tahapan pelaksanaan 

program validasi, penyaluran bantuan, verifikasi, pemutakhiran data dan kinerja 

verifikasi; dan kinerja verifikasi Kesehatan dan Pendidikan kinerja Pendamping 

dalam pelaksanaan proses, Melakukan sosialisasi dan meningkatkan pemahaman 

tentang sasaran program, sasaran PKH (Program Keluarga Harapan) adalah 

Keluarga Sangat Miskin (KSM) dimana dalam satu Rumah Tangga dapat terdi1i 

dari beberapa penerima manfaat PKH yang memenuhi persyaratan. 

Fokus kebijakan suah1 prof:,iram mencakup usaha yang dilakukan pejabat 

atasan atau lembaga tingkat pusat untuk mendapatkan kepatuhan dari lembaga 

atau pejabat di tingkat daerah tentang Implementasi Kebijakan Program Keluarga 

Harapan. Terdapat berbagai aspek yang amat menentukan dalam Implementasi 

Kebijakan, karena itu dalam hasil pembahasan ini bahwa Prof:,iram Keluarga 

Harapan dalam mengatasi kemiskinan di Kota Tanjungpinang sesuai dengan 

landasan konseptual dari Edwar III sebagai pijakan analisis dalam empat faktor 

kursial dan saling keterkaitan harus menjadi perhatian utama dalam implementasi 

tersebut adalah: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. 
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1. Komunikasi Kebijakan 

Edward III mengemukakan ada 3 (tiga) hal yang penting dalam proses 

komunikasi kebijakan yaitu : Transmisi, Konsistensi, dan Kejelasan. Transmisi 

berkenaan dengan penangkapan komunikasi-komunikasi oleh persepsi yang 

selektif dan kemauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan - persyaratan 

suatu kebijakan. Konsistensi akan berkenaan dengan apabila perintah yang 

disampaikan tidak bertentangan, dan perintah tersebut memudahkan para 

pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Pe1intah-perintah 

implementasi kebijakan yang konsisten akan mendorong para pelaksana untuk 

mengambil tindakan yang sangat tidak longgar menafsirkan dan 

mengimplementasikan kebijakan. Sedangkan kejelasan berkenaan dengan 

interpretasi yang baik sehingga pesan komunikasi tidak bertentangan dengan 

makna pesan awal. 

Hasil wawancara dengan informan Pendamping PKH Kecamatan 

Tanjungpinang Barnt mengenai transmisi kebijakan Program PKH yaitu: 

Penyampaian infonnasi petugas PKH mengenai pembatasan jam 
operasional konseling bagi masyarakat sudah cukup efektif 
dilaksanakan. Sehingga sosialisasi dirasakan sudah tepat, meskipun 
masih terkendala smnber daya manusia aparatur yang kurang 
memadai. (Hasil Wawancara, Tanggal 10 Maret 20 l 7, Jam 10:00) 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Koordinator PKH Kota Tanjungpinang 

mengungapkan bahwa: 

Dalam pelaksanaan PKH terdapat Tim Koordinasi yang membantu 
kelancaran program di Kota Tanjungpinang yang bertugas 
menyampaikan informasi berupa undangan pertemuan, perubahan 
data, pengaduan dan seterusnya serta menyampaikan bantuan ke 
tangan penerima manfaat langsung. Selain tim ini, juga terdapat 
lembaga lain di luar struktur yang berperan penting dalam 
pelaksanaan kegiatan PKH, yaitu lembaga pelayanan kesehatan dan 
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pelayanan pendidikan di tiap kecamatan dimana PKH dilaksanakan. 
(Hasil wawancara, Tanggal 14 Maret 2017, Jam 09:00) 

Peneliti melihat bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan 

suatu program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan tunai 

kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Kedudukan PKH merupakan bagian dari 

program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah 

koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat 

maupun di daerah. Oleh sebab itu dibentuknya Tim Pengendali PKH dalam TKPK 

agar terjadi koordinasi dan sinergi yang baik dalam menyampaikan informasi 

kepada masyarakat di Kota Tanjungpinang. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ca.mat Tanjtmgpinang Barat Kota 

Tanjungpinang diungkapkan bahwa: 

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang 
tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) berdasarkan persyaratan 
dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan 
kewajibannya. Program semacam m1, menurut kami telah 
disosialisasikan informasi dengan jelas dan tepat akan adanya 
program conditional cash tran~fers (CCT) atau prof:,rram Bantuan 
Tunai Bersyarat. Informasi dan persyaratan tersebut dapat sudah 
dipahami oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari kehadiran di fasilitas 
pendidikan misalnya bagi anak usia sekolah, atauptm kehadiran di 
fasilitas kesehatan, misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil. 
(Hasil wawancara, 13 Maret 2017, Jam: 13:30) 

Prof:,rram Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu prof:,rrmn yang 

mernberikan bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Bantuan ini 

diberikan jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia (SOM), yaitu pendidikan dan 

kesehatan. Tujuan utama dari PKH adalah untu.k mengurangi kemiskinan dm1 

meningkatkan kualitas surnberdaya manusia terutama pada kelompok rnasyarakat 

mi skin. 
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Hasil wawancara dengan key informan (Kepala Dinas Sosial Kota 

Tanjungpinang) yaitu: 

Program PKH dirasakan sangat membantu dalam penanggulangan 
Kemiskinan di Kota Tanjungpinang dikarenakan program tersebut 
membantu rakyat miskin mendapatkan akses kesehatan dan akses 
pendidikan, kami sering mengadakan rapat dengan instansi terkait 
maupun dengan pedamping PKH dalam untuk mensosialisasikan 
program tersebut sesuai Undang - Undang 1945 "melindungi segenap 
bangsa Indonesia" dan UUD No. 13 Tahun 2011 "tentang 
Kesejahteraan Sosial. (Hasil wawancara, Tanggal 14 Maret 2017, 
Jam: 11 :00) 

Dalam pemahaman PKH diatas, jelas disebutkan bahwa komponen yang 

menjadi fokus utama adalah untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan 

dibidang kesehatan dan pendidikan bagi peserta PKH. Tujuan utama PKH 

kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil I nifas, anak 

bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah bagi anggota Keluarga Sangat 

Miskin (KSM). Sedangkan dibidang pendidikan untuk mendorong anak agar tetap 

bersekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan bagi peserta PKH. 

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas bahwa dinas sosial mengadakan 

koordinasi dan komunikasi dengan semua instansi sudah berjalan tapi belum 

optimal dikarenakan geografis kota Tanjungpinang dan pemahaman terhadap 

kebijakan masih perlu ditingkatkan. Berikut hasil wawancara dengan penerima 

manfaat Kesehatan lbu Surya diperoleh keterangan sebagai berikut ; 

Bahwa kami, kami tidak rnemahami program PKH yang karni tahu 
adanya bantuan dari Pernerintah terhadap ibu harniL peran dari 
pendarnping PKH masih kurang karni paharni. (Hasil wawancara, 
8-3-2017Jam:11:00) 

Menurnt Ibu Surtini penerirna rnanfaat pendidikan : 

Anak saya mendapatkan beasiswa, tapi saya tidak tahu programnya 
apa, sosialisasi program PKH yang dilaksanakan jarang bisa kami 
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hadiri sehingga infonnasi yang kami terima belum kami mengerti. 
(Hasil wawancara, 9 Maret 2017 Jam: 12:30) 

Menurnt koordinator dan pendamping PKH bahwa komunikasi di 

Japangan sudah berjalan tetapi kadang-kadang kendala yang dihadapi belum 

sesuai dengan keadaan atau penerimaan sumber daya manusia dikarenakan dilihat 

dari penerima manfaat PKH baik bidang pendidikan maupun kesehatan belum 

bisa menterjemahkan program-program tersebut. Kami telah mengadakan 

sosialisasi kelapangan tapi tidak tepat waktu dikarenakan masih banyaknya 

penerima manfaat PKH bekerja sebagai asisten rnmah tangga dan pekerja home 

industri. Sehingga saat ini masih ada kendala Program Keluarga Harapan di Kota 

Tanjungpinang yang belum sepenuhnya bisa dilaksanakan secara optimal ditandai 

dengan masih kurangnya infonnasi yang disampaikan oleh pendamping PKH. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Camat Tanjungpinang Barat 

mengungkapkan sebagai be1ikut: 

Selumh peserta PKH mernpakan penerima jasa kesehatan gratis yang 
disediakan oleh program Askeskin dan program lain yang 
dipernntukkan bagi orang tidak mampu. Karenanya, kartu PKH bisa 
dif,'1.makan sebagai alat identitas untuk memperoleh pelayanan 
tersebut.Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk 
meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta 
upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat 
miskin. (Hasil wawancara, 13 Maret 2017, Jam:13:30) 

Berdasarkan Faktor Implementasi, Komunikasi Kebijakan Program 

Keluarga Harapan di Kota Tanjungpinang lebih jauh dapat dijelaskan bahwa 

komunikasi dan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota 

Tanjungpinang belum sepenuhnya optimal. Pada komunikasi yang bersifat 

Horizontal pada level tingkat atas umumnya tidak menjadi kendala yang berarti 

karena semuanya telah memahami program tersebut tapi ditingkat penerima 
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manfaat PKH umumnya masih terkendala karena kurangnya infonnasi yang 

disampaikan oleh pendamping ataupun koordinator PKH. 

Sehingga menurut pandangan peneliti peran transmisi komunikasi 

memegang peranan penting dalam menyusun sampai pada mensosialisasikan 

program. Di mana unsur transmisi masih banyak multi tafsir terhadap infonnasi, 

koordinasi, dan tujuan PKH menjadi terhambat. Tentunya peranan transmisi 

komunikasi merupakan titik sentral dalam mengkoordinasikan maupun sosialisasi 

program tersebut kepada masyarakat. Sehingga koordinasi dan sosialisasi 

pemberdayaan RTSM dapat berjalan dengan baik perlu didukung oleh 

penggunaan prinsip pendampingan oleh pendamping dan langkah-langkah 

pendampingan yang tepat. 

2. Sumber Daya dan lmplementasi Kebijakan 

Pennasalahan utama dalam implementasi kebijakan PKH ini adalah 

kLu-angnya sumber daya manusia yang memadai khususnya untuk tenaga 

pendamping sebagai pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di setiap 

Kecamatan. Sebagaimana diungkapkan oleh infonnan Pendamping PKH 

Kecamatan TanjunE,rpinang Barat sebagai berikut: 

Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diterima oleh tenaga 
pendamping terhadap program keluarga harapan yang mengakibatkan 
pengetahuan pendamping yang terbatas akan program pengentasan 
kemiskinan. Sehingga sosialisasi yang dilaksanakan lemah di tingkat 
penerima manfaat dan berdampak pada pemahaman yang kelim 
terhadap pelaksanaan program keluarga harapan. (Hasil wawancara, 
Tanggal 10 Maret 2017, Jam 10:00) 

Hubungan pendamping dan masyarakat dalam PKH merupakan sesuatu 

yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya dalam proses transfonnasi sosial. 
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Keberadaan pendamping di dalam masyarakat selalu lahir untuk bersama-sama 

mengarahkan situasi yang positip, di saat masyarakat tertimpa masalah-masalah 

yang membuat mereka menderita hidupnya. Peran dan tugas pendamping yang 

dibentuk langsung oleh pemerintah melalui Unit Pelaksana Program Keluarga 

Harapa (UPPKH) hadir langsung di tengah masyarakat itu sendiri, karena ingin 

menjawab masalah-masalah yang sedang muncul atau dihadapi oleh penerima 

manfaat. Hal ini dilakukan (maksudnya pendamping) sebagai stimulus 

(sahabat/alat) agar masyarakat mampu membanf:,,run kehidupannya, selayaknya 

manusia lain pada umumnya. Adapun kerja pendamping adalah sebagai individu-

individu yang mengarahkan masyarakat untuk mencari (bersama-sama) solusi 

tepat untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. 

Selanjutnya basil wawancara dengan Koordinator PKH Kota 

Tanjungpinang terungkap bahwa: 

Produktivitas UPPKH Kota Tanjungpinang sudah berjalan dengan 
baik dengan adanya pemuktahiran secara rutin setiap bulannya. 
UPPKH Kota Tanjungpinang selalu berkoordinasi dengan 
pendamping PKH yang menjadi petugas dilapangan yang mengetahui 
lebih dalam mengenai kondisi peserta PKH. Ini dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan mengenai PKH yaitu berdasarkan Keputusan 
Menteri Sosial RI No. 24/Huk/2015 Tentang lndeks dan Komponen 
Bantuan Sosial PKH Tahun 2015 yang tentunya dalam rangka 
pencapaian visi dan misi organisasi. (Hasil wawancara, Tanggal 
14 Maret 2017, Jam: 10:00) 

Faktor ketersediaan swnber daya pendukung, khususnya sumber daya 

manusia, berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk 

memperoleh hasil kebijakan secara efektif. Swnber daya memiliki peranan 

penting dalam implementasi kebijakan. Pada proses implementasi PKH di Kota 

Tanjungpinang sumber daya juga menjadi salah satu faktor penghambat yang 
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penulis temukan dilapangan, menurut basil wawancara dengan peserta PKH 

penerima manfaat pendidikan, terungkap: 

Pendamping di kecamatan kami sudah baik dalam melaksanakan 
tugas, namun seringkali kami bingung kalau ada pertemuan mendadak 
dan persyaratan yang diminta guna pendataan untuk PKH, kami juga 
ingin pendamping kami untuk meninjau langs1mg keadaan kami agar 
mengetahui, kemudian juga kenapa kami sering mendapatkan 
halangan untuk memenuhi pennintaan dari pendamping. (Hasil 
wawancara, Tanggal 9 Maret 2017 Jam:l2:30) 

Menurut Edward III dalam Rusli sebagaimana telah dijelaskan dalam 

Bab II sebelumnya, mengemukakan bahwa : bagaimanapun jelas dan 

konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun 

akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para 

pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan 

kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara 

efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. 

Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan yang 

bertujuan mengurangi kemiskinan melalui peningkatan kualitas KSM dalam hal 

kesehatan dan pendidikan yang dibuat oleh Kementerian Sosial bekerjasama 

dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan, sehingga dilihat 

dari sisi ini Kebijakan PKH sudah sesuai secara fonnulasinya. Namun apabila 

dilihat dari sisi ketepatan pelaksana, adanya aktor yang terlibat tidaklah hanya 

pemerintah melainkan ke1jasama antara masyarakat dan pelaksana program. 

Kegiatan strategis terpusat di dinas sosial dan UPPKH Kabupaten/Kota masing-

masing sementara aktor lainnya hanya berperan secara teknis. Sebagaimana 

diungkapkan informan Camat Kecamatan Tanjungpinang Barnt berikut: 

Sebagai kebijakan penanggulangan kemiskinan, PKH belum bisa 
memberdayakan masyarakatnya. Masyarakat diperlakukan sebatas 
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objek dalam penenma bantuan kepada KSM. Jika program ini 
diberhentikan maka mereka mengakui akan sangat sulit untuk 
menyekolahkan anak mereka dan dalam memberikan layanan 
kesehatan karena program ini bersifat bantuan tunai yang diberikan 
kepada penerima manfaat. (Hasil wawancara, Tanggal 13 Maret 2017 
Jam 14:00) 

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan setiap kecamatan di Kota 

Tanjungpinang dalam mempercepat pencapaian target mi/lenium development 

goals terdapat hambatan internal maupun eksternal. Hambatan internal bernpa 

koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi, dan hambatan eksternal bernpa 

pemenuhan kewajiban peserta Program Keluarga Harapan, sasaran Program 

Keluarga Harapan, dan manfaat Program Keluarga Harapan. Unhtk 

menumbuhkan rasa kebersamaan di antara pendamping dan penerima manfaat 

PKH, maka pendamping diharapkan agar dapat melakukan kunjtmgan langsung 

ke rnmah penerima manfaat secara berkala. 

berikut: 

Hasil wawancara dengan Koordinator PKH Kota Tanjun6:rpinang sebagai 

Program-program yang dilakukan oleh PKH meliputi ke,giatan 
kesehatan maupun pendidikan yang mernpakan komponen penting 
dalam PKH, setiap program dan kegiatan mernpakan ketentuan yang 
telah ditetapkan secara umum oleh UPPKH Pusat. Sehingga alur 
mekanisme PKH dilakukan dengan beberapa tahapan dimulai dari 
pemilihan peserta kelompok, pertemuan kelompok, pembayaran, 
verifikasi komitmen, penangguhan atau pembatalan peserta PKH, 
pemuktahiran data, dan pengaduan. Dengan demikian, tim 
Koordinator PKH, memberikan bimbingan dan pelatihan kepada 
sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, keterampilan, dan 
berjiwa sosial sebagai tenaga pendamping Program Keluarga Harapan. 
(Hasil wawancara, Tanggal 14 Maret 2017, Jam: 10:00) 

Teknis pelaksanaan program ini didasarkan pada verifikasi, yang 

mernpakan esensi utama dari PKH. Kegiatan verifikasi mengecek kepatuhan 

peserta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. PKH melaksanakan 
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pemotongan bantuan tunai bagi keluarga yang tidak mematuhi kewajiban yang 

telah ditetapkan. Peserta PKH mengetahui persis bahwa mereka hams mernenuhi 

sejurnlah kewajiban untuk dapat menerirna bantuan tunai. Peserta adalah elemen 

penting dalarn program ini, pengetahuan atas kewajiban ini yang rnenjadi dasar 

pernbahan perilaku keluarga dan anggota keluarga di bidang pendidikan dan 

kesehatan. Berdasarkan basil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota 

Tanjungpinang bahwa: 

Koordinator dan pendamping PKH adalah orang yang ditunjuk sesuai 
dengan keprofesionalan dalarn bekerja dan rnereka ini rnendapatkan 
latiban dari kernentrian sosial dalam mernberikan pendampingan 
program keluarga harapan dan rnengenai pengangkatan dan 
rekrnitrnen mereka itu dilakukan oleh kementerian sosial yang 
melibatkan kami di daerab, berdasarkan tes penerimaan yang 
disesuaikan dan standar kernenterian sosial syarat dan kualifikasi PKH 
adalah : seorang sarjana Strata 1 (S 1) yang nantinya dijadikan tenaga 
pendamping kontrak. Rekrnirnent tenaga pendarnping diharapkan 
orang-orang daerah atau wilayab kecamatan yang diangkat 
berdasarkan dimana wilayah dia berada. Karena apabila tenaga 
pendarnping PKH bukan orang asli wilayah Kota Tanjungpinang yang 
kurang mernahami daerah atau wilayahnya sangat menyulitkan dalam 
melakukan pendarnpingan. 
(Hasil wawancara, Tanggal 13 Maret 2017, Jam: 14:00) 

Sementara berdasarkan infonnasi yang didapatkan dari Kepala Dinas 

Sosial Kota Tanjungpinang sebagai berikut : 

a) Seorang implementor barns dapat memberikan sanksi/tindakan secara tegas 

bilamana seorang pendamping PKH terbukti melakukan pelanggaran disiplin 

yang tujuannya m1tuk memberikan efek jera dan Shock terapi agar 

pendamping PKH yang lain tidak menirn atau melaki.tlrnnnya, dan juga agar 

tidak melakukan pelanggaran yang hukumannya lebih berat lagi. 

b) Setidaknya seorang implementor dalam melaksanakan tugas bertanggung 

jawab mengawasi dan melakukan pembinaan secara dini dilingkungannya 
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mengenai kedisiplinan, jika terdapat stafuya yang melanggar tindakan 

disiplin, setidaknya segera rnelakukan pendekatan untuk menanyakan 

pennasalahan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak disiplin. 

c) Seorang implementor harus dapat memberikan arahan dan memberikan 

pemahaman bahwa setiap pendamping PKH harus selalu intropeksi diri dan 

senantiasa mensyukuri bahwa tidak semua orang bisa lolos dan 

berkesempatan menjadi pendamping PKH. Bila sudah menjadi pendamping 

PKH setidaknya harus konsekuen dan siap mental untuk mentaati peraturan 

yang ada. Selain itu menurut kebanyakan orang, pendarnping PKH 

merupakan profesi yang sangat didambakan setiap orang dengan alasan antara 

lain rnernpunyai status yangjelas. 

Berdasarkan uraian basil penelitian terkait faktor sumber daya dapat 

digarisbawahi bahwa faktor sumber (resources) dalarn implementasi kebijakan 

Program Keluaraga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan dinilai 

belum sepenuhnya optimal, terutarna yang terkait dengan kemampuan 

implementor dalam menyampaikan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Oleh 

karenanya, untuk meningkatkan kemampuan pendarnping PKH diberikan fasilitas 

yang cukup bagi UPPKH kecarnatan agar dapat lebih rnengoptimalkan kinerjanya 

serta pemberian reward bagi pendamping agar dapat lebih mengemba.ngkan 

kreativitasnya dalam pemberdayaan masyarakat. 

3. Disposisi dan Kecenderungan lmplementasi 

Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry 

out kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan 
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dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Kecendenmgan perilaku atau 

karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan 

implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting 

yang hams dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen 

yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam 

prof::,JTam yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana 

kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, 

wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan 

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengamh dalam 

implementasi kebijakan. Seperti halnya proses implementasi kebijakan Program 

Keluarga Harapan (PKH) ini masih dibilang kurang baik. Seperti basil wawancara 

dengan pendamping PKH Kecamatan Tanjungpinang Barnt temngkap: 

Sebagai pendamping untuk peserta PKH hams memperhatikan 
tingkah laku dan sikap pendamping dalam menghadapi peserta PKH. 
Karena banyak KSM yang sering kali hams diperlakukan tegas agar 
mau melakukan kewajiban mereka sebagai peserta PKH. (Hasil 
wawancara, Tanggal 10 Maret 2017Jam11:00) 

Dapat disimpulkan proses implementasi juga tidak akan berjalan sesuat 

dengan proses ketika disposisi dari pelaksana kebijakan tidak dijalankan dengan 

baik. Berdasarkan uraian hasil penelitian terkait faktor disposisi atau sikap dapat 

disimpulkan bahwa faktor disposisi dalam implementasi kebijakan, terutama yang 

terkait dengan karakter implementor yang tidak tegas dalam menyampaikan 

kebijakan. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, 

dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan 

kebijakan sebagaimana yang diinginkan para pembuat keputusan awal. 
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Kecenderungan-kecenderungan mungkin menghalangi implementasi bila para 

pelaksana benar-benar tidak sepakat dengan subtansi suatu kebijakan. kadang-

kadang implementasi kebijakan publik dihambat oleh keadaan-keadaan yang 

sangat kompleks, seperti apabila para pelaksana menangguhkan pelaksanaan suatu 

kebijakan yang mereka setujui dalam rencananya untuk meningkatkan 

kemungkinan-kemungkinan mencapai tujuan kebijakan lain yang berbeda. 

Oleh karenanya, untuk menegakkan karakter implementor (Koordinator 

PKH Kecamatan Tanjungpinang Barat) dalam menyampaikan kebijakan disiplin 

pedamping PKH diperlukan adanya pernyataai1 komitmen untuk memenuhi 

kebijakan disiplin secara tertulis antar seluruh unit kerja, sehingga tidak ada lagi 

keraguan bagi implementor kebijakan untuk menjatuhkan sanksi kepada setiap 

pegawai yang melanggar aturan disiplin. Sikap Koordinator PKH Kecamatan 

Tanjungpinang Barat dapat menimbulkan hambatan-hainbatan yang nyata 

terhadap implementasi PKH bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan 

yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatai1 

dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki 

dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan 

Prograin Keluarga Harapan. 

Hasil wawancara dengan informan Koordinator PKH Kota Tanjungpinang, 

tentang pelaksanaan PKH sudah sesuai dengan prosedur atau kebijakan yang telah 

ditetapkan, terungkap sebagai berikut: 

Untuk verifikasi Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga 
Sangat Miskin (KSM), sudah berdasarkan persyaratan dan ketentuan 
yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program 
semacam ini mempakan program bantuan tunai bersyarat. Persyaratan 
tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (misalnya bagi 
anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya 
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bagi anak balita, atau bagi ibu harnil). Verifikasi, yang merupakan 
esensi utama dari PKH. Kegiatan verifikasi mengecek kepatuhan 
peserta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. (Hasil 
wawancara, Tanggal 14 Maret 2017 Jam 10:30) 

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa implementor atau pelaksana 

teknis di lapangan sudah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan. Dalam ha! penetapan bantuan sudah menetapkan besara:n bantuan 

tetap kepada Peserta PKH sebesar Rp. 500.000/tahun. Untuk Peserta PKH yang 

memiliki anak dibawah 6 talnm dan/atau ibu hamil/nifas/menyusui, bantuan 

tambahan yang diterima adalah sebesar Rp. 1.000.000/tahun. 

Kemudian, bagi Peserta PKH yang memiliki anak peserta pendidikan 

setara SD/MI aka:n memperoleh tarnbahan bantuan sebesar Rp. 450.000/tahun, 

bagi Peserta PKH yang memihki anak peserta pendidikan setara SMP1MTs aka.n 

memperoleh bantuan sebesar Rp. 750.000/tahun dan bagi Peserta PKH yang 

memiliki anak peserta pendidikan setara SMA/MNsederajat akan memperoleh 

bantuan sebesar Rp. 1.000.000/tahun. 

Hasil wawancara dengan Pendamping PKH Kecarnatan Tanjungpinang 

Barnt mengungkapkan bahwa: 

Prosedur bantuan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) diwajibkan 
melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. 
Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban 
RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata 
rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat 
keluar dari perangkap kemiskinan. Sehingga kami melakukan 
pendataan dan sosialisasi berdasarkan ketentuan tersebut, disamping 
sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat. (Hasil wawancara 
Tangga 10 Maret 2017, Jam 11:00) 

Uraian di atas, memperlihatkan bahwa setiap individu yang melakukan 

usaha menuju perbaikan dan pengembangan memerlukan penghargaan untuk 
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menunjukkan bahwa upaya yang dilakukannya dihargai. Penghargaan ini 

diharapkan dapat memicu kinerja yang lebih baik dan memotivasi lingkungannya 

menghasilkan produliivitas yang sekurang-kurangnya sama dengan yang telah 

dirailmya. Sanksi adalah tindakan yang diberikan kepada seseorang sebagai akibat 

dari perbuatan sengaja melanggar koridor aturan dan ketentuan yang telah dibuat 

dan disepakati dalam sebuah lembaga. Sanksi diberikan agar yang bersangkutan 

maupun orang yang mengetahuinya tidak mengulangi perbuatan yang merugikan 

lembaga, lingkungannya maupun dirinya sendiri. lni juga merupakan alat 

pembelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. 

Lebih lanjut diungkapkan oleh key informan tentang pelaksanaan PKH 

sudah sesum dengan prosedur atau kebijakan yang telah ditetapkan sebagai 

berikut: 

Implementasi PKH di Kecamatan Tanjungpinang Barnt dilakukan 
melalui beberapa tahapan, yaitu: intrepretasi, pengorganisasian dan 
tahap aplikasi. Tahap interpretasi itu kegiatan sosialisasi program 
PKH yang dilakukan di tingkat Kota, Kecamatan dan Desa. Tahap 
pengorganisasian dilakukan penetapan pelaksana program, standar 
operasional prosedur, sumber daya keuangan dan peralatan, 
manajemen pelaksana program dan jadwal pelaksanaan program. 
Sedangkan untuk tahap aplikasi biasanya dilakukan oleh pendamping 
dan peserta PKH di wilayah Kecamatan di Kota Tanjunbrpinang 
Provinsi Kepulauan Riau meliputi kegiatan pertemuan awal, 
pendataan sosialisasi program, perternuan rutin, pencairan dana 
bidang kesehatan dan pendidikan. (Hasil wawancara, Tanggal 
13 Maret2017 Jam:14:00) 

Hasil wawancara di atas, peneliti rnenggarisbawahi bahwa intensitas 

pelaksana melakukan proses sharing dengan peserta PKH dilakukan rnelalui 

beberapa tahapan yang sesuai dengan SOP yang ditetapkan sebelumnya. Namun 

kendala dilihat dari kornitmen pendamping dan koordinator PKH dmi segi 

pemberian insentif. Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk 
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mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan. Pada dasarnya orang bergerak 

berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka pemberian insentif oleh para 

pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan 

cara menambah biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang 

membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan 

sebagai upaya memenuhi kepentingan lancamya pelaksanaan Program Keluarga 

Harapan (PKH) di Kota Tanjungpinang. 

4. Struktur Birokrasi Dalam lmplementasi Kebijakan. 

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara 

keseluruhan menjadi pendamping PKH. Birokrasi baik secara sadar atau tidak 

sadar memiliki bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif. Pada 

dasamya, para pendamping PKH mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan 

mempunyai cukup keinginan se11a sumber-sumber untuk melakukannya, tetapi 

dalam pelaksanaannya mereka mungkin masih dihambat oleh struktur-struktur 

organisasi dimana mereka menjalankan kegiatan tersebut. 

Sifat kedua dari struktur organisasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan 

kebijakan adalah fraf,'111entasi organisasi. Tanggung jawab bagi suatu bidang 

kebijakan sering tersebar di antara beberapa organisasi, seringkali pula tei:_jadi 

desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal gwia mencapai tujuan

n1juan kebijakan. Konsekuensi yang paling buruk dari fragmentasi birokrasi 

adalah usaha untuk menghambat koordinasi. Fragmentasi mengakibatkan 

pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi. Hasil 

wawancara dengan key informan yaitu: 
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Rentang kendali antara pucuk pimpinan dan bawahan dalam struktur 
organisasi dalam peraturan yang terkait dengan disiplin merupakan 
rentang kendali berantai dimana apabila ada staf yang melanggar 
disiplin pegawai maka apabila tidak ditindaklanjuti oleh atasan 
langsungnya otomatis atasan tersebut yang akan menanggung resiko 
sesuai dengan hukuman disiplin yang diterima oleh staf yang 
bersangkutan secara hirarki berdasarkan struktur organisasi yang telah 
ditetapkan sudah cukup jelas sehingga rentang kendali antara 
pimpinan dan bawahan dalam penerapan peraturan disiplin maka 
secara berjenjang tidak akan terputus sesuai dengan jenis jenjang 
hukuman dan kewenangannya. (Hasil Wawancara, Tanggal 14 Maret 
2017, Jam:09:00) 

Berdasarkan uraian hasil penelitian terkait struktur birokrasi berkenaan 

dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi 

kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa faktor struktur birokrasi dalam 

implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan sudah cukup baik, karena 

setiap pemimpin memiliki kewenangan untuk mengatur bawahannya masing-

masing. Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

implementasi kebijakan. Seperti yang dikemukan George Edward III bahwa 

struktur birokrasi juga memiliki peran penting dalam proses implementasi. 

Selanjutnya basil wawancara dengan Koordinator Kota Tanjungpinang berikut: 

Memang betul struktur birokrasi PKH ini telah menetapkan pengurus 
UPPKH-Pusat ke UPPKH-kab/kota, namun karena kurangnya 
koordinasi antar pemerintah pusat ke daerah tentang struktur birokrasi 
ini banyak pemerintah daerah kab/kota tidak mengerti dengan tugas 
dan tanggung jawab mereka. Dalam hal ini kepala dinas sosial Kota 
Tanjungpinang hanya sebagai pengawas program pemerintah. (Hasil 
wawancara, Tangga 14-3-2017 Jam:09:30). 

Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua ha! yaitu mekanisme dan 

struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam 

implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Prosedur 

(SOP). Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu 

panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan 
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menyebabkan prosedur birokrasi yang nunit dan kompleks yang selanjutnya akan 

menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Dengan melihat hasil 

penelitian dan wawancara diatas pemerintah harus lebih jelas dalam 

pembentukkan struktur. Hasil wawancara dengan Camat Kecamatan 

Tanjungpinang Barat berikut: 

Sudah cukup dengan peraturan yang berlaku tetapi harus diterapkan 
sarna, antar pejabat dan staff belum terbangun sistem yang baik 
sehingga tidak maksimal dan terdapat rentang kendali antara atasan 
dan bawahan. (Hasil wawancara, Tanggal 13 Maret 2017, Jam: 14:30) 

Terdapat faktor penting yang diperlukan untuk dapat menguatkan faktor 

struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, 

yaitu faktor kemampuan pimpinan untuk menerapkan desentralisasi dalam 

pengambilan kepuh1san. Artinya, seorang pemimpin harus mampu dan berani 

untuk memutuskan dan membuat sanksi kepada pendamping PKH yang 

melanggar aturan. Siagian "menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan dapat 

mempengaruhi orang lain, dalarn hal ini bawahannya sedemikian rupa sehingga 

orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin. Konteks ini dapat diartikan 

bahwa gaya pemimpin memainkan peranan yang sangat penting dalam efektifitas 

pengawasan Program PKH. 

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Tanjungpinang telah 

memenuhi kriteria implementasi kebijakan, walaupun belum optimal, disebabkan 

antara lain pelaksanaan PKH dilapangan belumlah melibatkan semua stakeholder 

terkait, kegiatan strategis terpusat di Dinas Sosial dan UPPKH Kota masing-

masing sementara aktor lainya hanya berperan secara teknis. Peran pemerintah 

dalam ha! ini pihak kecamatan/kelurahan belum maksimal hanya sebagai 
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pengawas formal saja terhadap implementasi kebijakan PKH. Sebagai kebijakan 

penanggulangan kemiskinan, PKH belwn bisa memberdayakan masyarakatnya. 

Kemudian dilanjutkan dengan hasil wawancara dengan Koordinator PKH 

tentang peranan koordinasi UPPKH dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota dan 

kecamatan serta pendan1ping PKH terealisasi sesuai standar operasional prosedur. 

Hasil wawancara tenmgkap sebagai berikut: 

Koordinasi harmonis ini dibangun untuk mewujudkan PKH yang 
kondusif dan membangun sinergitas semua pihak yang terlibat. 
Sehingga program bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin ini, 
bisa bermanfaat dengan maksimal. Pendamping yang handal akan 
memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan profesinya. Tidak 
sekedar menggugurkan tanggung jawab saja, tapi lakukan juga 
koordinasi berkesinambungan dengan RT, RW, Pemerintah Desa dan 
Kecamatan untuk tujuan penanggulangan kemiskinan. (Hasil 
wawancara, Tanggal 14 Maret 2017 Jam:l0:30) 

Mensinergikan keterpaduan antar program-program penanggulanggan 

kerniskinan dengan program lainnya sangat diperlukan sehingga program 

penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal. Adanya mekanisme yang 

lebih fleksibel dalam kepengurusan apabila ada kesalahan teknis dalam proses 

kegiatan PKH. Melibatkan Pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan yang meliputi pemilihan KSM penerima, pendampingan, 

pengawasan serta evaluasi. Oleh karena itu dalam pelaksanaan PKH Kementerian 

Sosial, Pemerintah Kab/Kota, maupun Kecamatan lebih meningkatkan fungsi 

pengawasan langsung jalannya program Keluarga Harapan ini dengan terns 

berkoordinasi dengan pendamping Kecamatan, agar dapat dilihat bukti nyata 

kesiapan daerah atau kecamatan di Kota Tanjungpinang dalam menjalankan 

kebijakan bantuan PKH ini. Para pendamping kiranya dapat menjadi pengarah 

yang baik bagi peserta PKH. 
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Berdasarkan basil pembahasan di atas, penulis memberikan paparan 

singkat tentang implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan dalam 

penanggulangan kemiskinan di kota Tanjungpinang yang dianalisis melalui 

pendapat dari Edward III bahwa: Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan 

suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian 

dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH memberikan 

banhtan tunai kepada masyarakat yang dikategorikan KSM (Keluarga Sangat 

Miskin). Sebagai imbalannya KSM peserta PKH diwajibkan memenuhi 

persyaratan yang terkait dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia 

(SOM) yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan Program Keluarga Harapan 

adalah w1tuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia, serta ment:.rubah perilaku yang kurang mendukung 

peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. 

Program Keluarga Harapan (PKH) mempunyai dua prioritas bantuan dana, 

yaitu untuk bidang kesehatan dan pendidikan, masing-masing bidang ini telah 

dilakukan koordinasi sesuai dengan ketentuan dan alur mekanisme yang telah 

ditetapkan, seperti bentuk kerja sama kepengurusan PKH dengan layanan 

kesehatan maupun pendidikan, bekerja sama dengan seluruh puskesmas, rumah 

sakit, layanan kesehatan melalui akses pemerintah, serta bekerja sama dengan 

sekolah-sekolah, yang tentunya telah disepakati dari tingkat pusat. 

Program-program yang dilakukan oleh PKH meliputi, kegiatan kesehatan, 

maupun pendidikan, yang merupakan komponen penting dalam PKH, setiap 

program dan kegiatan merupakan ketenhtan yang telah ditetapkan secara umum 

oleh UPPKH Pusat. Alur mekanisrne PKH dilakukan dengan beberapa tahapan 
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dimulai dari pemilihan pese11a kelompok, pertemuan kelompok, pembayaran, 

verifikasi komitmen, pengguhan atau pembatalan peserta PKH, pemuktahiran 

data, dan pengaduan. 

Tugas implementasi meliputi kreasi tentang sistem pengiriman kebijakan. 

didesain dengan cara khusus dan diupayakan dengan harapan mencapai tujuan 

khusus tersebut. Jadi kebijakan publik merupakan suatu pernyataan yang luas 

meliputi cita-cita (goals), tujuan (objectives) dan cara yang diwujudkan dalam 

program aksi yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Untuk 

mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui 

variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu 

model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi 

kebijakan. Model dapat dipakai untuk menganalisis dalam penelitian ini 

implementasi kebijakan, sehingga menurut penulis konsep yang dikemukan oleh 

George Edward III diharapkan dapat menjelaskan proses implementasi PKH di 

Kota Tanjungpinang. 

Dalam proses implementasi kebijakan PKH di Kota Tanjungpinang masih 

terdapat Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Program 

Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan. Pertama adalah 

Faktor Pendukung; dalam melaksanakan tugasnya UPPKH Kota Tanjungpinang 

rnemiliki dukungan berupa kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan PKH, 

Sarana dan prasarana yang mendukung kinerja UPPKH Kota Tanjungpinang. 

Serta Adanya pelatihan bagi para aktor pelaksana PKH. Hal ini dapat dilihat 

bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Tanjungpinang telah 

mencakup hampir separuh daii desa/kelurahan dan penerima rnanfaat dengan 
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kategori keluarga sangat miskin. Pendamping PKH sebagai pelaksana lapangan 

dilihat dari latar belakang pendidikan relatif sudah cukup memadai atau 

memenuhi syarat minimal sehingga dapat dikatakan pendamping PKH sebagai 

tenaga profesional. 

Meskipun demikian Pendan1ping PKH tidak dapat dikatakan sebagai 

pekerja sosial karena tidak berlatar belakang pendidikan pekerjaan sosial ataupun 

ilmu kesejahteraan sosial dan lebih tepat sebagai relawan sosial. Pendamping 

PKH sudah memainkan peran sebagai community worker atau disebut dengan 

fasilitator, edukasional, perwakilan dan teknis. Meskipun tidak semua peran-peran 

tersebut dilaksanakan oleh Pendamping PKH karena peran-peran tersebut sangat 

dipengarnhi oleh kondisi dan situasi lingkungan sehingga kualitas dan fleksibilitas 

pendamping PKH mempengarnhi keberhasilan pelaksanaan program di lapangan. 

Selain itu peranan yang ditampilkan oleh Pendamping PKH tidak terikat oleh satu 

bentuk peranan akan tetapi berbagai peranan sering muncul dan harus dilakukan 

dalam situasi dan waktu yang sama. 

Peran Pendamping PKH sangat penting untuk mendukung keberhasilan 

program oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengoptimalkan peran 

pendamping PKH melalui pelatihan khusus ataupun pemberian materi tentang 

peran dan keterampilan yang harus dimiliki pendamping PKH pada kegiatan 

bimbingan teknis pendamping PKH. Dan bagi pendamping PKR peranan teknis 

dengan tujuan untuk mencapai keberhasilan program secara admistrasi memang 

penting akan tetapi yang lebih penting adalah peran fasilitatif dan edukasional 

untuk mendukung tercapai tujuan umum prof.,JTam yaitu memutus rantai 

kemiskinan antar generasi. 
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Berdasarkan ura1an tersebut, maka peranan PKH sebagai faktor 

pendukung dari pendapat Edward III ini, peneliti menggarisbawahi bawah faktor 

sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai 

(street-level bureaucrats). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi 

kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup 

memadai, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahanjumlah staf dan 

implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, 

tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan y<mg 

diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan 

Program Keluarga Harapan di Kota Tanjungpinang. 

Selain keterampilan tersebut di atas, peran pendamping masyarakat 

melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Tanjungpinang telah 

ditetapkan sebagai mediator, fasilitator bahkan menjadi pendidik. Bahkan sebagai 

faktor pendukung sebagai perwakilan bagi masyarakat anggota/peserta PKH agar 

bisa berdaya untuk membangun hidup mereka dari kemiskinan hidup secara 

mandiri. Pendamping PKH disini tidak hanya mampu menjadi manajer perubahan 

yang mengorganisasi kelompok masyarakat, melainkan mampu pula untuk 

melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan keterampilan dasar seperti: 

melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok (masyarakat), menjalin 

relasi, bemegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi dan mencari solusi bagi 

pennasalahan yang dihadapi penerima manfaat. Sehingga hasilnya bemuara pada 

proses kebijakan program PKH di Kota Tanjungpinang berjalan dengan baik. 

Faktor Penghambat; Peran pendamping sebagai fasilitator memegang 

peranan sangat penting dalam proses pelaksanaan PKH Kecamatan di Kota 
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Tanjungpinang. Sebagai fasilitator, pendamping memberikan suatu pemotivasian, 

kesempatan dan dukungan terhadap peserta PKH. Dalam hal ini juga sebagai 

fasilitator, pendamping merupakan seseorang yang dapat membantu peserta dalam 

memenuhi kewajibannya sebagai peserta PKH. Peran pendamping sebagai 

seorang fasilitator dapat dikatakan sebagai enabler, dimana dalam ha! ini juga 

dengan adanya seorang pendamping dapat rnembantu masyarakat yang 

didampinginya mampu menangani tekanan situasional ataupun transisional. Salah 

satu pendamping PKH Kecamatan Tanjungpinang Barat berperan aktif dalam 

mendampingi peserta PKH seperti pendampingan saat pencairan dana bantuan 

PKH di PT. POS dan membantu pesertajika terjadi suatu permasalahan. 

Pendamping selalu menyiapkan semua keperluan sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan oleh peserta PKH. Semua kegiatan yang dilakukan juga selalu 

dikoordinasikan dengan Koordinator UPPKH agar terjalin suatu komunikasi yang 

baik. Namun dalam pelaksanaannya masih terhambat oleh berbagai faktor yang 

mempengaruhi implementasi program PKH di Kota Tanjtm!,i-pinang baik dari 

faktor interen dan faktor ekstem. 

a) Faktor intern yaitu: 

- Kurangnya koordinasi dari pernerintah pusat dan daerah mengenai struktur 

birokrasi, peran pemerintah dalam ha! ini pihak Pemerintah Kota 

Tanjungpinang (Kepala Dinas Sosial), Kecamatan (Camat), serta di 

kelurahan (Lurah), belum maksimal, hanya sebagai pengawas fonnal saja 

terhadap implementasi kebijakan Prof:.rram Keluarga Harapan. 
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- Sulitnya peserta untuk mengumpulkan berkas data atau fonnulir 

pemutakhiran data, bahkan sering terjadi kesalahan pencantuman data 

peserta PKH. 

b) Faktor ekstem yaitu: 

- Kurang meratanya sosialisasi yang diberikan sehingga masih banyak 

ditemukan warga yang tergolong kategori Keluarga Sangat Miskin (KSM) 

tidak mendapatkan sosialisasi PKH sehingga tidak semua keluarga 

mengetahui tentang kebijakan PKH yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 

(Dinas Sosial Kota Tanjungpinang) 

- Kuantitas Sumber Daya Manusia UPPKH Kota Tanjungpinang kurang 

memadai, hal ini terlihat dari hasil validasi data peserta PKH. 

- Komunikasi yang belum maksimal antara UPPKH Kota dan Kecamatan 

dilihat dari masih kurangnya komunikasi dan informasi yang tepat dan 

cepat antara Tim Pendamping dengan pihak Lurah dan Ketua RT 

setempat. 

- Kurangnya upaya preventif orangtua untuk memberikan motivasi kepada 

anaknya yang putus sekolah dikarenakan faktor penyadaran akan 

pentinf,111ya pendidikan dan belum bisa menanarnkan sikap kepada anak 

bahwa pendidikan itu penting untuk masa depannya dan tidak membiarkan 

anak untuk bekerja mencari uang sendiri. 

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti memberikan interpretasi bahwa 

digulirkannya Program Keluarga Harapan (PKH) dititikberatkan pada upaya 

penurunan masalah kemiskinan. Sehingga diharapkan implementasi program 

keluarga harapan ini lebih maksimal, sehingga apa yang menjadi tujuan dan 
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harapan dari program ini tercapai. Oleh sebab itu, implementasi program PKH 

dalam penurunan angka kemiskinan harus berjalan efektif, transparan yang pada 

akhimya masyarakat dapat melihat dan mengetahui program yang digulirkan oleh 

Dinas Sosial Kota Tanjungpinang menjadi solusi bagi masyarakat miskin di 

daerahnya. Implementasi atau penerapan yang tepat berdampak pada basil 

dari pro!:,>Tam yang akan dilakukan. Begitu pula PKH ini diharapkan dapat 

menjadi altematif solusi dalam menunmkan angka kemiskinan dengan cara 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada kelompok Keluarga Sangat 

Miskin (KSM) di bi dang pendidikan dan kesehatan. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari temuan dan uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka 

peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Keluarga 

Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Kota Tanjungpinang belum berjalan efektif. 

Hal ini masih terkendala beberapa faktor sebagai berikut: 

1) Faktor komunikasi yang disebabkan oleh lemahnya komunikasi internal 

ditingkat koordinator maupun pendamping PKH terutama komunikasi yang 

bersifat vertikal baik komunikasi dari atas kebawah dan komunikasi dari 

bawah keatas, sehingga hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam klaiifikasi 

data petugas di tingkat kecamatan. 

2) Faktor sumber daya disebabkan oleh lemahnya kemampuan implementor 

dalam menyampaikan infonnasi kepada penerima manfaat PKH baik bidang 

kesehatan maupun pendidikan, ha! ini diakibatkan kurangnya peran 

sosialisasi petugas PKH di tingkat kecamatan. 

3) Faktor disposisi disebabkan oleh karakter implementor yang tidak tegas 

dalam pemutahiran data PKH di tingkat kecamatan, hal ini terlihat masih 

adanya perbedaan kuantitas pene1ima PKH dari berbagai sumber instansi 

TNP2K, Bappeda, Dinsos dan Dinas PUPR. 

4) Faktor struktur birokrasi implementasi kebijakan ptmpman masih lemah 

dalam hal pengambilan keputusan dikarenakan para pendamping dan 

koordinator PKH dibawah naungan kementerian sosial, sehingga dalam 
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tatanan teknis di tingkat kecamatan koordinator dinas sosial kurang berjalan 

efektif. 

Dari temuan faktual yang telah disimpulkan di atas, maka penulis akan 

menjelaskan secara teoritik, bahwa konsep yang dikemukan oleh Edward III 

tentang empat faktor yang berpengamh dalam implementasi kebijakan terlihat 

dalam prakteknya. Selanjutnya jika ditinjau dari aspek sumber daya manusia 

dalam implementasi kebijakan PKH dari sisi dukungan pendanaan dan jumlah 

SOM yang tersedia, hanya saja kapasitias SOM dalam mendukung implementasi 

kebijakan PKH ditingkatkan. 

Kemudian dari perspektif implikasi teoritik yang terkait dengan disposisi 

atau kecenderungan aparat dalam implementasi kebijakan, masih kurang 

konsisten dalam mendukung implementasi program sehingga hanya cendemng 

mematuhi pada aturan yang hams dilakukan secara komprehensif. Demikian pula 

dari aspek strnktur birokrasi organisasi untuk implementasi kebijakan relatif 

cukup baik, namun implementasi kebijakan disiplin belum optimal karena 

kemampuan dan unsur pimpinan mengkomunikasikan, menerapkan kebijakan dan 

aturan yang berlaku belum memadai. 

B. Saran-saran 

Dari simpulan basil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan 

diatas, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut: 

1) Perlu dilakukan pemutakhiran data yang dirilis oleh pusat, karena ada 

indikasi rumah tangga yang tidak layak mendapat bantuan memperoleh 

bantuan, sedangkan yang layak untuk menerima malah tidak mendapatkan 
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bantuan. Meskipun data yang ada di pusat telah berdasarkan by name b.v 

address namun dilapangan masih ditemui terjadi kekeliruan. Pemutakhiran 

ini bertujuan agar program PKH ini tetap sasaran. 

2) Dinas Sosial perlu mengadakan evaluasi terhadap kinerja para koordinator 

dan pendamping PKH yang ada di tingkat kecamatan di wilayah Kota 

Tanjungpinang. Sehingga dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota 

Tanjungpinang, data yang digunakan oleh tim penanggulangan kemiskinan 

sudah valid dan akurat. 

3) Dalam meningkatkan profesionalisme koordinator dan pendamping PKH 

diberikan pendidikan dan pelatihan terutama dalam kesejahteraan sosial dan 

metode sosialisasi PKH, agar perlu ditingkatkan sehingga masyarakat miskin 

di Kota Tanjungpinang dapat mendapatkan akses informasi terhadap Program 

Keluarga Harapan baik dibidang kesehatan maupun pendidikan secara lebih 

mudah dan cepat. 

4) Sebaiknya ada prof,JTam lainnya yang diberikan pemerinta11 sebagai kelanjutan 

dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini, misalnya bantuan modal, bantuan 

usaha, bantuan peningkatan smnber daya manusia yang produktif agar 

masyarakat dapat lebih mandiri di Kota Tanjungpinang. 
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lllmpirll11-Ll1111piTll11 

PEDOMAN WA W ANCARA 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN 

(PKH) PADA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG 

1. INFORMAN 

A. Na ma 
B. Pekerjaan 

I. Bagaimana Pimpinan Berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak 
lain dalam penyusunan program kebijakan ? 

2. Bagaimana pimpinan memperioritaskan kejelasan Program dalam 
pelaksanaan tugas kegiatan ? 

3. Bagaimana Pimpinan selalu memperhatikan kesinambungan program 
terutama dalam pembinaan pegawai ? 

4. Bagaimana Pimpinan memerintahkan Kepada bawahan agar membangun 
Komunikasi dengan Pihak-pihak terkait ? 

5. Bagaimana Pimpinan menginstrusikan kepada bawahan agar melakukan 
pendekatan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mematuhi 
ketentuan yang berlaku untuk menjadi peserta PKH ? 

6. Bagaimana Pimpinan menegaskan kepada bawahan tentang ketentuan 
persyaratan/kriteria keluarga sangat miskin (KSM) untuk terdaftar sebagai 
peserta PKH ? 

7. Bagaimana pimpinan berusaha meningkatakan kemampuan dan 
keterampilan pegawai dalam pelayanan program PKH ? 

8. Bagaimana Pimpinan memperhatikan sumber dana/transportasi bagi 
tenaga pendamping dalam melaksanakan pekerjaan ? 

9. Bagaiman Pimpinan menyampaikan kepada bawahan agar dalam proses 
pengelolaan PKH memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
yang berlaku ? 

10. Bagaimana Pimpinan membangun keserasian hubungan sosial masyarakat 
sebagai kekuatan yang sangt penting dalam pengelolaan PKH ? 
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11 . Bagaimana pimpinan melakukan pemetaan dan skala pnontas dalam 
penanganan kemiskinan dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil PKH ? 

12. Bagaimana dengan sempitnya lapangan pekerjaan, pimpinan perlu 
membangun kerjasama dengan swasta dan pihak-pihak lain dalam 
menciptakan kesejahteraan masyarakat ? 
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TRANSKRIP 

No 

2 

I 3 

4 

Tan al 
10-3-2017 
Jam 10:00 

wib 

14-3-2017 
Jam 09:00 

wib 

13-3-2017 
Jam 13:30 

wib 

14-3-2017 i 
Jam 11:00 

wib 

Informan 
Pendamping PKH 

Kee. Tanjungpinang 
Barat 

- - - -----

Koordinator PKH 
Kota 

Tanjungpinang 

Camat Kecamatan 
Tanjungpinang 

Barnt 

Key Infonnan 
(Kepala Dinas 

Sosial Kota 

Isi Wawancara 
"Bagaimana memperioritaskan kejelasan 
program dalam pelaksanaan PKH") ·· 

: Penyampaian informasi petugas PKH 
: mengenai pembatasan jam operasional 
i konseling bagi masyarakat sudah cukup 
1 efektif dilaksanakan. Sehingga sosialisasi 

dirasakan sudah tepat, meskipun masih 
terkendala sumber daya manusia aparatur 
yang ku~Cl.T1£ mem(ld(li__ . __ 

j Dalam pelaksanaan PKH terdapat Tim 
Koordinasi yang membantu kelancaran 

. program di Kota Tanjungpinang yang 
i bertugas menyampaikan informasi berupa 

undangan pertemuan, perubahan data. 
pengaduan dan seterusnya serta 
menyarnpaikan bantuan ke tangan 
penerirna manfaat langsung. Selain tim 
ini, juga terdapat lembaga lain di luar 
struktur yang berperan penting dalam 

1 pelaksanaan kegiatan PKH, yaitu 
r lembaga pelayanan kesehatan dan 
i pelayanan pendidikan di tiap kecamatan 
i, dimana PKH dilaksanakan. 
i Program Keluarga Harapan (PKH) adalah 
· program pemberian uang tunai kepada 
, Keluarga Sangat Miskin ( KSM) 
: berdasarkan persyaratan dan ketentuan 
: yang telah ditetapkan dengan 
1 melaksanakan kewajibannya. Program 
i semacam 1111. menurut kami telah 
' disosialisasikan informasi dengan jelas 

dan tepat akan adanya program 
• conditional cash tran~fers (CCT) atau 
: program Bantuan Tunai Bersyarat. 
: Infonnasi dan persyaratan tersebut dapat 
: sudah dipahami oleh masyarakat. Hal ini 

terlihat dari kehadiran di fasilitas 
pendidikan misalnya bagi anak usia 
sekolah, ataupun kehadiran di fasilitas 

r kesehatan, misalnya bagi anak balita, atau 
i bagi ibu hamil. 

·~~~~~~~~~~~~~ 

' Program PKH dirasakan sangat 
: membantu dalam penanggulangan 
: Kemiskinan di Kota Tanjungpinang 
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No 1 Tan al 1 Informan Isi Wawancara 
Tanjungpinang) 

-----

dikarenakan program tersebut membantu 
rakyat miskin mendapatkan akses 
kesehatan dan akses pendidikan, kami 

, sering mengadakan rapat dengan instansi 
. terkait maupun dengan pedamping PKH 
• dalam untuk mensosialisasikan program 

tersebut sesuai Undang - Undang 1945 
"melindungi segenap bangs a Indonesia" 
dan UUD No. 13 Tahun 2011 "tentang 

5 8-3-2017 Penerima Manfaat 
Kesehatan PKH 

Kesejahteraan §()~ial. 
"Bagaimana peran sosia/isasi dan 

mengefekt!fkan 

6 

7 

Jam 11 :00 
wib 

9-3-2017 
Jam 12:30 

wib 

13-3-2017 
Jam 13:30 

wib 

Penerima Manfaat 
Pendidikan PKH 

Camat Kecamatan 
Tanjungpinang 

Barat 

r koordinasi dapat 
r komunikasi" 

Bahwa kami, kami tidak memahami 
· program PKH yang kami tahu adanya 

bantuan dari Pemerintah terhadap ibu 
hamil, peran da1i pendamping PKH 
masih kurang kami pahami. 

i Anak saya mendapatkan beasiswa, tapi 
i saya tidak tahu programnya apa, · 
: sosialisasi program PKH yang 
i dilaksanakan jarang bisa kami hadi1i 
i sehingga informasi yang kami terima 
: belum kami mengerti. 
i Selunth peserta PKH merupakan 
; penerima jasa kesehatan gratis yang 
! disediakan oleh program Askeskin dan 
· program lain yang diperuntukkan baE,ri 
. orang tidak mampu. Karenanya, kartu 
' PKH bisa digunakan sebagai alat 

identitas untuk memperoleh pelayanan 
tersebut.Komponen pendidikan dalam 
PKH dikembangkan untuk meningkatkan 

! angka partisipasi pendidikan dasar wajib 
9 tahun serta upaya mengurangi angka 
pekerja anak pada keluarga yang sangat 

i miskin. 
10-3-2017 Pendamping PKH ! "Bagaimana kemampuan Koordinator · 

I Jam 10:00 I Kec.Tanjungpinang i UPPKH dan Pendamping PKH dapat 
i wib I Barnt bersinergd da/am pendataan Jan 
I I pemutahiran data peserfa PKH" 

I I 
I I 

• Kurangnya pendidikan dan pelatihan 
' yang diterima oleh tenaga pendamping 
: terhadap program keluarga harapan yang 
i mengakibatkan pengetahuan pendamping 
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No Tamnrnl 

8 14-3-2017 
Jam 10:00 

wib 

9 9-3-2017 
Jam 12:30 

wib 

c-JO 13-3-2017 
Jam 14:00 

wib 

11 I 14-3-2017 
I Jam 10:00 
I wib 

I 

I 
i 

Informan 

Koordinator 
UPPKH Kota 

Tanjungpinang 

Peserta Penerima 
Manfaat 

Pendidikan PKH 
Kecamatan 

Tanjungpinang 
Barat 

Camat Kecamatan 
Tanjun!,'Pinang 

Barat 

Koordinator 
UPPKH Kota 

Tanjungpinang 

Isi Wawancara 
i yang terbatas akan pro!,>ram pengentasan 

kemiskinan. Sehingga sosialisasi yang 
. dilaksanakan lemah di tingkat penerima 
: manfaat dan berdampak pada 
, pemahaman yang kelirn terhadap 
• pelaksanaan program keluarga harapan. 

Produktivitas UPPKH Ko ta 
Tanjungpinang sudah berjalan dengan 
baik dengan adanya pemuktahiran secara 
rutin setiap bulannya. UPPKH Kota 
Tanjungpinang selalu berkoordinasi 
dengan pendamping PKH yang menjadi 

' petugas dilapangan yang mengetahui 
; lebih dalam mengenai kondisi peserta 
! PKH. Ini dilaksanakan sesum dengan 
, peraturan mengenm PKH yaitu 

berdasarkan Keputusan Menteri Sosial RI 
No. 24/Huk/2015 Tentang Indeks dan 
Komponen Bantuan Sosial PKH Tahun 
2015 yang tentunya dalam rangka 

i pencapaian visi dan misi organisasi. 
j Pendamping di kecamatan kami sudah 
i baik dalam melaksanakan tugas, namun 
' seringkali kami bingung kalau ada 
j pertemuan mendadak dan persyaratan 
i yang diminta guna pendataan untuk PKH, 
, kami juga ingin pendamping kami untuk 
; meninjau langsung keadaan kami agar 

mengetahui, kemudian juga kenapa kami 
senng mendapatkan halangan untuk 

: memenuhi permintaan dari pendamping. 
' Sebagai kebijakan penanggulangan 
! kemiskinan, PKH belum bisa 
' memberdayakan masyarakatnya. 
: Masyarakat diperlakukan sebatas objek 
, dalam penerima bantuan kepada KSM. 
: Jika program 1m diberhentikan maka 
' mereka mengakui akan sangat sulit untuk 

menyekolahkan anak mereka dan dalam 
memberikan layanan kesehatan karena 
program ini bersifat bantuan tunai yang 
diberikan kepada penerima manfaat. 

: Program-program yang dilakukan oleh 
' PKH meliputi kegiatan kesehatan 

maupun pendidikan yang mernpakan 
komponen penting dalam PKH, setiap 
program dan kegiatan merupakan 
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No Tan al 

12 13-3-2017 
Jam 14:00 

wib 

Informan lsi Wawancara 
ketentuan yang telah ditetapkan secara 
umum oleh UPPKH Pusat. Sehingga alur 
mekanisme PKH dilakukan dengan 
beberapa tahapan dimulai dari pemilihan 
peserta kelompok, pertemuan kelompok, 
pembayaran, verifikasi komitmen, 
penangguhan atau pembatalan pese11a 
PKH, pemuktahiran data, dan pengaduan. 
Dengan demikian, tim Koordinator PKH. 
memberikan bimbingan dan pelatihan 

• kepada sumber daya manusia yang 

1 
memiliki kemampuan, keterampilan, dan 

: berjiwa sosial sebagai tenaga 
: pendamping Program Keluarga Harapan. 

Key Informan ! Koordinator dan pendamping PKH 
' adalah orang yang ditunjuk sesuai dengan 

keprofesionalan dalam bekerja dan 
mereka ini mendapatkan latihan dari 
kementrian sosial dalam memberikan 
pendampingan program keluarga harapan 
dan mengenai pengangkatan dan 
rekrnitmen mereka itu dilakukan oleh 
kementerian sosial yang melibatkan kami 

; di daerah, berdasarkan tes penerimaan 
! yang disesuaikan dan standar 

kementerian sosial syarat dan kualifikasi 
PKH adalah : seorang sarjana Strata 1 
(S 1) yang nantinya dijadikan tenaga 

i pendamping kontrak. Rekrniment tenaga 
pendamping diharapkan orang-orang · 
daerah atau wilayah kecamatan yang • 
diangkat berdasarkan dimana wilayah dia 
berada. Karena apabila tenaga 

1 
pendamping PKH bukan orang asli 

kurang memahami daerah atau J_
i wilayah Kota Tanjungpinang yang 

• ---+-------- wilayalmya sangat menyulitkan dalam 
• melakukan pendampingan. 

13 i 10-3-2017 Pendamping PKH ! "Apakah sikap dan perilaku berpengaruh 
J Jam 11:00 I Kee. Tanjungpinang i, dalam mengambil keputusan pelaksanaan 
I wib Barat i program (implementasi kebijakan) · 
1 

1 l terutama PKH?" 

; Sebagai pendamping untuk peserta PKH 
' hams memperhatikan tingkah laku dan 
• sikap pendamping dalam menghadapi 

eserta PKH. Karena banyak KSM vang · 
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No Tan al 

14 14-3-2017 
Jam 10:30 

wib 

Informan 

Koordinator 
UPPKH Kota 

Tanjungpinang 

lsi Wawancara 
sering kali hams diperlakukan tegas agar 
mau melakukan kewajiban mereka 

1 sebagai peserta PKH. 
: "Apakah pelaksanaan PKH sudah sesuai 
i dengan prosedur atau aturan (kebijakan) 
yang sudah ditetapkan?" 

Untuk verifikasi Program Keluarga 
Harapan (PKH) kepada Keluarga Sangat 

: Miskin (KSM), sudah berdasarkan 
persyaratan dan ketentuan yang telah · 
ditetapkan dengan melaksanakan 
kewajibannya. Program semacam ini 
merupakan program bantuan tunai 

• bersyarat. Persyaratan tersebut dapat 
: berupa kehadiran di fasilitas pendidikan 

(misalnya bagi anak usia sekolah), 
ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan 
(misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu 
hamil). Verifikasi, yang merupakan 
esensi utama dari PKH. Kegiatan 
verifikasi mengecek kepatuhan peserta 

I i memenuhi persyaratan yang telah 
i I : ditetapkan. 

·-15tlo=3-2017 [ Pendarnping PKH ! Prosedur bantuan kepada Keluarga 
, I Jam ~ 1 :00 I Kee. Tanjungpinang 1 Sangat Miskin (KSM) diwajibkan 

I w1b I Barat : melaksanakan persyaratan dan ketentuan 

' 16 

[ 1
1 

l yang telah ditetapkan. Program ini, dalam 
1 ' jangka pendek bertujuan mengurangi 
[ , beban RTSM dan dalam jangka panjang 

I I 
• diharapkan dapat memutus mata rantai 

. : kemiskinan antar generasi, sehingga 

I 
' generasi berikutnya dapat keluar dari 
• perangkap kemiskinan. Sehingga kami 
• melakukan pendataan dan sosialisasi 
· berdasarkan ketentuan tersebut, 

I 

13-3-20171--
Jam 14:00 

wib 

Key lnfonnan 

• disamping sebagai bentuk pengabdian 
' pada masyarakat. 
· Implementasi PKH di Kecamatan 
' Tanjungpinang Barat dilakukan melalui 
i beberapa tahapan, yaitu: intrepretasi, 
· pengorganisasian dan tahap aplikasi. 
• Tahap interpretasi itu kegiatan sosialisasi 

program PKH yang dilakukan di tingkat 
. Kota, Kecamatan dan Desa. Tahap 
· pengorganisasian dilakukan penetapan 
: pelaksana program, standar operasional 

~_L_~~~~~~~-'-'"~~~--''---'""--
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No Tanggal 

--- -----

17 14-3-2017 
Jam 09:00 

wib 

18 14-3-2017 
Jam 09:30 

wib 

lnforman lsi Wawancara 
i prosedur, sumber daya keuangan dan 
: peralatan, manajemen pelaksana program 
! dan jadwal pelaksanaan program. 
i Sedangkan untuk tahap aplikasi biasanya 
t dilakukan oleh pendamping dan peserta . 
' PKH di wilayah Kecamatan di Kota 

Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau 
meliputi kegiatan pertemuan awal, 

; pendataan sosialisasi prohrram, pertemuan 
l mtin, pencairan dana bidang kesehatan 
i dan pendidikan. 

Key Informan ··· i- ;;AJl1kah Standarci ?Spe1;ting Prosedure,~· · 

Koordinator 
UPPKH Kota 

T anjungpinang 

(SOP) pelaksanaan PKH" 
Jika Ya, Bagaimana melaksanakan 
koordinasi UPPKH Pusat, Kahupaten 
dan Kecamatan. dan dengan pendamping 

'PKH? 

Rentang kendali antara pucuk pimpinan 
dan bawahan dalam stmktur organisasi 
dalam peraturan yang terkait dengan 
disiplin merupakan rentang kendali 
berantai dimana apabila ada staf yang 

1 melanggar disiplin pegawai maka apabila 
tidak ditindaklanjuti oleh atasan 

: langsungnya otomatis atasan tersebut 
· yang akan menanggung resiko sesuai 

dengan hukwnan disiplin yang diterima 
: oleh staf yang bersangkutan secara 

hirarki berdasarkan struktur organisasi 
yang telah ditetapkan sudah cukup jelas 
sehingga rentang kendali antara pimpinan 

: dan bawahan dalam penerapan peraturan 
' disiplin rnaka secara berjenjang tidak 
1 akan terputus sesuai dengan jenis jenjang 
' hukwnan dan kewenangannya. 
• Memang betul struktur birokrasi PKH ini 
' telah menetapkan pengurus UPPKH
' Pusat ke UPPKH-kab/kota, namw1 karena 

kurangnya koordinasi antar pemerintah 
pusat ke daerah tentang strnktur birokrasi 
ini banyak pernerintah daerah kab/kota 

i tidak mengerti dengan tugas dan 
' tanggung jawab mereka. Dalam hal ini 
. kepala dinas sosial Kota Tanjungpinang 
' hanya sebagai pengawas program · 
: pernerintah. 
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No Tamnrnl 
19 13-3-2017 

Jam 14:30 
wib 

20 14-3-2017 
Jam 10:30 

wib 

Informan Isi Wawancara 
Camat Kecamatan ! Sudah cukup dengan peraturan yang 

Tanjungpinang : berlaku tetapi hams diterapkan sama, · 
Barat ': antar pejabat dan staff belum terbangun 

1 
sistem yang baik sehingga tidak 
maksimal dan terdapat rentang kendali 

Koordinator 
UPPKH Kota 

Tanjungpinang 

• antara atasan dan bawahan. 
Koordinasi harrnonis ini dibangun untuk 
mewujudkan PKH yang kondusif dan 
membangun sinergitas semua pihak yang 
terlibat. Sehingga program bantuan tunai 

; bersyarat kepada keluarga miskin 1111, 
\ bisa bennanfaat dengan maksimal. 
i Pendamping yang handal akan memiliki 

komitmen yang kuat dalam menjalankan 
profesinya. Tidak sekedar menggugurkan 

' tanggung jawab saja, tapi lakukan juga 
koordinasi berkesinambm1gan dengan 
RT, RW, Pemerintah Desa dan 

1 Kecamatan untuk tujuan 
i penanggulangan kemiskinan. 
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t..1-· z-!.~~·!,~~~~1~ ...,~~AL 

PROFIL PESERTA PKH 
KOTA TANJUNGPINANG 

llNAMA PENGURUS : SURTINI 

. ~ PROGRAM "'-J KELUARGA 
HARAPAN 

Ml< .. c.i..p!t;Mr• 

2IALAMAT : JL CUT NYAK DIEN NO 2 RW 02 RT 003 
3 I KELURAHAN/DESA : TPI BARAT 
4IKECAMATAN : TPI BARAT 

A.DATAKSM 

llKOHORT : 2013 
21PEKERJAAN KEPALA KELUARGA KARYAWAN SWASTA 
3ISTATUS TEMPAT TINGGAL KONTRAK 
4ILUAS LANTAI TEMPATTINGGAL : 36 M 
SIJENIS LANTAI DAN KUALITAS BUKAN TANAH, KUALITAS RENDAH 
61JENIS DINDING DAN KUALITAS KAYU, KUALITAS RENDAH 
71JENIS ATAP : SENG 
BIFASILITAS JAMBAN UMUM 
9IMENERIMA KUBE : X 

lOIMENERIMA UEP : X 
lllMENERIMA BERAS MISKIN : ./ 

12IMENERIMA KPS/KKS · ./ 

8. DATA ANGGOTA RUMAH TANGGA 

NO NAMA HK JK TGL LAHIR KELAS HAMIL NIS 

1 SLAMED SUAMI l -Jul-71 
2 SURTINI ISTRI 6-Apr-76 
3 DIAH AYU P ANAK 29-Mav-04 
4 M BOY ANTONI ANAK 21-Mar-07 
5 JULIANTO RAHMAT S ANAK 25-Jun-02 

[NMSERTA ______ ]2i7204oooiooo94 _______ ------=i 
JML BANTUAN Rp. 

PERTAHUN 
[ffo:REKENING GIRO J04oo869385 ___ ===i TAHAP 1 

TAHAP 2 

TAHAP 3 

TAHAP4 

NIFS ALAMAT FASDIK/FASKES NIK NO.KK KIP KIS 
DISABI 

LITAS 
2172010107710002 2172012702060024 TIDAK 
2172014604760001 2172012702060024 TIDAK 
2172012507020001 2172012702060024 TIDAK 
2172012103070002 2172012702060024 TIDAK 
2172012507020001 2172012402060661 TIDAK 
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PROFIL PESERTA PKH 
KOTA TANJUNGPINANG 

llNAMA PENGURUS : SURYA 

2IALAMAT : JLSWADAYARW07RT003 

3 I KELURAHAN/DESA : TPI BARAT 

4IKECAMATAN : TPI BARAT 

A. DATAKSM 

llKOHORT : 2013 

2IPEKERJAAN KEPALA KELUARGA BURUH HARIAN LEPAS 

3ISTATUS TEMPAT TINGGAL MILIK ORANG TUA 

41 LUAS LANTAI TEMPAT TINGGAL : 42 M 

. ~ PROGRAM ~ KELUARGA 
HARAPAN 

Hfr•l-~ 

SIJENIS LANTAI DAN KUALITAS BUKAN TANAH, KUALITAS RENDAH 

6IJENIS DINDING DAN KUALITAS : TEMBOK, KUALITAS RENDAH 

7IJENIS ATAP : ASSES 

SIFASILITASJAMBAN : SENDIRI 

9IMENERIMA KUBE : X 

lOIMENERIMA UEP : X 

lllMENERIMA BERAS MISKIN : ./ 

12IMENERIMA KPS/KKS : ./ 

8. DATA ANGGOTA RUMAH TANGGA 

NO NAMA HK JK TGLLAHIR KE LAS HAMIL NIS 

1 ROHONO JUNAIDI SUAMI 21-Jun-73 

2 SURYA ISTRI 21-Sep-81 

3 SUPRIANTI ANAK 1-Mar-00 

4 SURIYONO IQBAL ANAK 29-Nov-06 

5 BIDIYONO ISMAL ANAK 4-Feb-08 

[NO. PESE-RTA ______ Yl7204000100089 I JML BANTUAN Rp. 

PERTAHUN 

[NO~-REKENINGGtRO 10400869381 I TAHAP 1 

TAHAP 2 

TAHAP 3 

TAHAP4 

NIFS ALAMAT FASDIK/FASKES NIK NO.KK KIP KIS 
DISABI 

LITAS 
2172012106730003 2172012402063412 YA 
2172016109810001 2172012402063412 YA 
2172014103000002 2172012402063412 YA 
2172012911060001 2172012402063412 YA 
2172010402080003 2172012402063412 YA 
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Kunjungan Ibu Khofifah Indar Parawansa Bersama Bapak Walikota 
Tanjungpinang Kepada Penerima Manfaat Pada Program Pendidikan dan 

Kesehatan di Kota Tanjungpinang 

Koordinator dan Pendamping PKH Kecamatan Tanjungpinang Barat 
Bersama Penerima Manfaat PKH 
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Kunjungan Menteri Sosial RI Ibu Khofifah Indar Parawansa pada 
Program Keluarga Harapan di Kota Tanjungpinang 
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Dokumentasi Penerima Manfaat PKH 
Pada Program Pendidikan dan Kesehatan 

di Kecamatan Tanjungpinang Barat 
Kota Tanjungpinang 

Penerima Manfaat Kesehatan di Posyandu 
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Penyaluran Bantuan Bagi Penerima Manfaat Pendidikan PKH 
oleh Walikota Tanjungpinang 
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Pertemuan Kelompok Penerima Manfaat PKH Bagi KSM 
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